PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL, KUALITAS APARATUR PEMERINTAH, DAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI KABUPATEN TEGAL, KABUPATEN BREBES, DAN KOTA TEGAL by Wildah Fiqhiani Utami, .
 
PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 
BERBASIS AKRUAL, KUALITAS APARATUR PEMERINTAH, DAN 
GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN 













Diajukan Kepada : 
 
Program Studi Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 







PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 
BERBASIS AKRUAL, KUALITAS APARATUR PEMERINTAH, DAN 
GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN 




Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi 
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal 
 
Oleh : 
Wildah Fiqhiani Utami 
NPM : 4317500132 
 
 
Diajukan Kepada : 
 
 
Program Studi Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 






PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 
BERBASIS AKRUAL, KUALITAS APARATUR PEMERINTAH, DAN 
GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN 




Wildah Fiqhiani Utami 
NPM : 4317500132 
 
Disetujui Untuk Ujian Skripsi 
Tanggal : 28 Juni 2021 










Nama    : Wildah Fiqhiani Utami 
NPM   : 4317500132 
Judul   : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, 
      Kualitas Aparatur Pemerintah, dan Good Governance  
         Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Berbasis Akrual 
      Di Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kota Tegal. 
Telah diperiksa dan direvisi berdasarkan saran dari tim penguji seminar proposal, 
yang akan dilaksanakan pada : 
Hari   : Sabtu 
Tanggal  : 10 Juli 2021 
Dan untuk selanjutnya, proposal penelitian untuk skripsi ini dapat dilanjutkan 
pada tahap penelitian skripsi. 
Ketua Penguji 
 











MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
 
1. Pendidikan Memiliki Akar yang Pahit, tapi Buahnya Manis (Aristoteles) 
2. Ilmu Itu Lebih Baik Dari Kekayaan, Karena Kekayaan itu Harus Kamu Jaga, 
Sedangkan Ilmu Yang Akan Menjagamu. (Ali Bin Abi Thalib) 
3. Memulailah Dengan Penuh Keyakinan, Menjalankan Dengan Penuh Keikhlasan, 
Menyelesaikan Dengan Penuh Kebahagiaan. 








Kupersembahkan Skripsi ini kepada : 
1. Bapak dan Ibuku Tercinta 
2. Kakak dan Adikku 







PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 
Saya yang bertandatangan dibawah ini : 
Nama    : Wildah Fiqhiani Utami 
NPM   : 4317500132 
Kosentrasi  : Akuntasi 
Menyatakan bahwa Skrisi yang berjudul :  
“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual ,  
Kualitas Aparatur Pemerintah, dan Good Governance Terhadap Kualitas 
Laporan Keuangan Di Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kota Tegal.” 
1. Merupakan hasil karya sendiri, dan apabila dikemudian hari ditenukan adanya 
bukti plagiasi, manipulasi dan/ atau pemalsuan data maupun bentuk-bentuk 
kecurangan lain, saya bersedia untuk menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal. 
2.  Saya Mengijinkan untuk dikelola Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Pancasakti Tegal Sesuai dengan Norma Hukum dan Etika yang Berlaku. 
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab. 
 
 
Tegal, 28 Juni 2021 
Yang Menyatakan 
 





 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Penerapan Standar 
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Kualitas Aparatur Pemerintah dan Good 
Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kabupaten Tegal, Kabupaten 
Brebes dan Kota Tegal. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kuantitatif. Data 
diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada pegawai di BPKAD, BAPPEDA Dan 
Inspektorat di Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kota Tegal dengan 
menggunakan Purposive Sampling.  
 Data yang dikumpulkan diolah menggunakan SPSS 22. Metode statistik yang 
digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda. Hasil 
dari pengujian hipotesis menunjukan bahwa Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan berbasis akrual, dan Good Governance Berpengaruh Positif terhadap 
Kualitas Laporan Keuangan. sedangkan Kualitas Laporan Keuangan tidak 
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian pemerintah 
diwajibkan mempertimbangkan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 
Akrual dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten 
Tegal, Kabupaten Brebes dan Kota Tegal. 
 
Kata Kunci : Kualitas Laporan Keuangan, Penerapan Standar Akuntansi 








  This study aims to analyze the effect of the application of government 
accounting standards, the quality of government apparatus and good governance 
on the quality of accrual-based financial statements in Tegal Regency, Brebes 
Regency and Tegal City. This research is included in quantitative research. Data 
was obtained from distributing questionnaires to employees at BPKAD, BAPPEDA 
and Inspectorates in Tegal Regency, Brebes Regency and Tegal City using 
purposive sampling.  
 The data collected was processed using SPSS 22. The statistical method used 
to test the hypothesis was multiple linear regression analysis. The results of 
hypothesis testing show that the application of government accounting standards 
and good governance has a positive effect on the quality of accrual-based financial 
statements. while the quality of financial statements has no effect on the quality of 
accrual-based financial reports. Thus the government is required to consider the 
application of government accounting standards and good governance to the 
quality of accrual-based financial reports in Tegal Regency, Brebes Regency and 
Tegal City. 
 
Keywords: Accrual-Based Financial Report Quality, Implementation of 
Government Accounting Standards, Quality of Government 
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A. Latar Belakang Masalah  
 Kebutuhan publikasi informasi  mengenai penyajian laporan keuangan 
yang berkualitas menjadi salah satu tuntutan masyarakat  indonesia. Untuk itu 
pihak pemerintah berkewajiban menyajikan laporan keuangan sesuai dengan 
Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebagaimana telah diamanatkan Nomor 17 
Tahun 2003 tentang keuangan negara dalam pasal 32 disebutkan bahwa isi dan 
bentuk laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBN/APBD disusun 
dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan standar yang dibuat agar pemerintah 
memiliki gambaran mengenai kemampuan pemerintah dalam mengelola 
keuangan daerahnya.   
 Pengelolaan keuangan daerah wajib dikelola mengikuti  peraturan yang 
berlaku serta harus dilakukan secara efektif, efisien dan transparan, seperti yang 
telah diatur dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan 
daerah yang berupaya konkrit mewujudkan laporan keuangan daerah yang 
transparan dan akuntabilitas. Akuntabilitas berarti laporan pertanggung jawaban 
berupa keberhasilan atau kegagalan pemerintah sesuai dengan yang telah 
ditetapkan pada awal perencanaan atau dapat diartikan sebagai  pertanggung 
jawaban atas kinerja pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang ada di 
daerahnya. Sedangkan transparansi merupakan  keterbukaan informasi  




dapat dengan mudah diakses oleh  masyarakat untuk itu dapat disimpulkan 
bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjamin masyarakat. (Agus, 
2017). 
 Setiap Tahunnya BPK atau Badan Pengawas Keuangan akan memberikan 
penilaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, penilaian ini 
dinyatakan dalam bentuk Opini WTP, WDP, TW dan TMP. WTP atau Wajar 
Tanpa Pengecualian menunjukan bahwa laporan keuangan tersebut disajikan 
dengan entitas wajar dan berkualitas, WDP memiliki makna opini Wajar Dengan 
Pengecualian, TW memiliki makna opini Tidak Wajar, sedangkan TMP berarti 
opini Tidak Memberikan Pendapat, yang menjadi dasar pemberian opini oleh 
BPK adalah yang pertama, Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar 
Akuntansi Pemerintah, kedua kecukupan pengungkapan, ketiga kepatuhan 
terhadap perundang-undangan dan yang terakhir efektivitas sistem pengendalian 
intern yang sesuai dengan pola kinerja badan pengawas keuangan. Dapat 
disimpulkan bahwa persyaratan diatas menunjukan pentingnya penilaian 
kualitas laporan keuangan. 
 Kualitas laporan keuangan menjadi persyaratan yang sesuai dengan 
peraturan dan perlu diwujudkan dalam penyusunan laporan keuangan  agar 
menghasilkan laporan keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna 
sebagai bahan pengambilan keputusan. Laporan keuangan daerah ini digunakan 
oleh beberapa pihak mulai dari pemerintah pusat, DPRD, serta masyarakat, oleh 
karena itu informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 




Keuangan Negara yang diamanatkan kepada pemerintah wajib dikelola oleh 
aparatur yang kompeten, dengan adanya aparatur yang kompeten maka laporan 
keuangan yang dihasilkan akan transparan dan dapat dipertanggung jawabkan 
hal ini juga dapat berpengaruh pada hasil kinerja yang efektif, efisien dan 
ekonomis. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa semakin unggul kompetensi 
aparatur  yang dimiliki pemerintah semakin baik pula kualitas laporan keuangan. 
(BPKAD, 2017). 
 Kompetensi aparatur merupakan kemampuan yang harus dimiliki aparatur 
berupa pengetahuan, sikap, keterampilan dan perilaku yang berkualitas dalam 
melaksanakan tugasnya. Aparatur yang berkompeten tentu akan dapat 
meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.  Untuk itu 
pemerintah dituntut terus melakukan perbaikan dan menerapkan sistem yang 
baik sehingga akan sangat mudah bagi pemerintah mewujudkan laporan 
keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukan 
bahwa kepala daerah tersebut melaksanakan amanat yang diberikan kepadanya 
sesuai dengan ketentuan dalam hal melaksanakan tata kelola yang baik  terhadap 
daerahnya. Kepala daerah diberi wewenang untuk dapat mengelola segala 
sumber daya yang bersangkutan dengan publik kemudian mempertanggung 
jawabkannya dengan menyajikan laporan keuangan yang sebenar-benarnya.  
 Fenomena tentang laporan keuangan selalu menjadi topik yang menarik 
untuk dibicarakan, karena masih banyak temuan-temuan oleh  badan 
pemeriksaan keuangan (BPK) mengenai fakta bahwa pemerintah daerah masih 




terbukti dari buku IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 ) tahun 2020 
dari total 542 LKPD masih ditemukan 56 LKPD yang belum mendapat opini 
WTP. dengan rincian 50 opini WDP (9%), dan 6 opini TMP (1%). Hal ini 
menunjukan bahwa masih belum mampu memaksimalkan kualitas laporan 
keuangan sehingga perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas laporan 
keuangan (BPK RI, 2020). 
 Penelitian  tentang pengaruh standar akuntansi pemerintahan, kualitas 
aparatur pemerintah dan good governance terhadap kualitas laporan keuangan 
yang ditulis oleh Raharjo (2016) menunjukan bahwa ketiga variabel diatas 
berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan,serta dalam penelitian 
Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
yang ditulis Yuliani & Agustini (2005) hasilnya menunjukan bahwa standar 
akuntansi pemerintahan dan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan 
terhadap kualitas laporan keuangan. Kesuma (2017) dan Juwita (2013)juga 
menunjukan hasil yang sama. Menjelaskan bahwa dari hasil penelitian-
penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa variabel diatas berpengaruh 
positif atau signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.  
 Hasil berbeda didapatkan dari Siwambudi (2017) menunjukan hasil  bahwa 
kompetensi sumbedaya manusia tidak berpengaruh signifikan  terhadap kualitas 
laporan keuangan, sama halnya dengan hasil penelitian Ihsanti (2014) yang 
menunjukan bahwa standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan pada 




terhadap “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 
Akrual, Kualitas Aparatur Pemerintah, dan Good Governance Terhadap 
Kualitas Laporan Keuangan Di Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan 
Kota Tegal”.  
B. Rumusan Masalah 
 
1. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual 
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Tegal, 
Kabupaten Brebes dan Kota Tegal? 
2. Apakah kualitas aparatur pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas 
laporan keuangan di Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kota Tegal? 
3. Apakah good governance berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di 
Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kota Tegal? 
C. Tujuan Penelitian 
 
1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan 
berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Tegal, 
Kabupaten Brebes dan Kota Tegal. 
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas aparatur pemerintah terhadap kualitas 
laporan keuangan di Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kota Tegal. 
3. Untuk mengetahui pengaruh good governance terhadap kualitas laporan 







D. Manfaat Penelitian 
 Penelitian ini mampu memiliki manfaat bagi setiap pembaca yang 
diuraikan sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah 
wawasan bagi pembaca dan media pengembangan ilmu pengetahuan 
dibidang kualitas laporan keuangan. khususnya mahasiswa fakultas ekonomi 
dan bisnis Universitas Pancasakti Tegal. 
2. Manfaat  Praktis 
Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai materi 
kualitas laporan keuangan berbasis akrual. Serta dapat menjadi sarana 
pembelajaran  bagi peneliti di bidang ilmiah serta menambah wawasan 











A. Landasan Teori 
1. Agency Theory (Teori Keagenan) 
 Teori keagenan menjelaskan mengenai hubungan atau kontak antara 
Principal (pemilik) dan Agent (agen), pemilik merupakan pihak yang 
memberi wewenang kepada agen untuk bekerja atas nama pemilik yang 
bekerja untuk membuat keputusan terbaik bagi principal, sedangkan Agen 
merupakan pihak yang diberi wewenang dan berperan sebagai pengambil 
keputusan sesuai dengan kebutuhan principal. Hubungan keagenan muncul 
ketika satu atau lebih principal memberikan wewenang kepada agen untuk 
memberikan jasa dan mengambil keputusan untuk principal, sehingga dalam 
proses ini nantinya agent wajib mempertanggungjawabkan hasil kerjanya 
kepada principal (Jensen & Meckling, 1976). 
 Teori keagenan ini akan terjadi dalam setiap organisasi termasuk 
pemerintahan yang berfokus pada pengelolaan sumberdaya yang ada di 
daerahnya kemudian memberikan informasi dan laporan 
pertanggungjawabannya kepada publik.  Tugas principal selain memberi 
kewenangan principal juga perlu memonitor hasil kerja agen agar tujuan yang 
diinginkan dapat dicapai dengan efisien, efektif  serta tercapainya 
akuntabilitas publik dan transparansi (Lane, 2002). Dalam praktek 
transparansi akuntan publik (agent) bertindak untuk memenuhi hak-hak  




 Pelaporan keuangan organisasi sektor publik berpedoman pada agency 
theory. Dalam hal ini pemerintah yang berperan sebagai agen wajib 
memberikan informasi terkait keuangan publik dan penggunaannya secara 
valid kepada masyarakat (principal), agen perlu menimbangkan keperluan 
dan manfaatnya untuk masyarakat dalam mengambil keputusan baik secara 
sosial, ekonomi maupun politik, semua keputusan agen perlu mengedepankan 
kepentingan dan manfaatnya bagi masyarakat.  
2. Laporan Keuangan 
Menurut Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan (2020) Laporan 
keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan 
transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. laporan 
keuangan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi 
anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas 
suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat 
dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, 
tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi 
yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan 
akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan 
kepadanya. (KSAP, 2020) 
Pada kesimpulannya pengertian laporan keuangan adalah dokumen yang 
memberikan informasi pencatatan dari segala transaksi yang berkaitan 
dengan uang, pembelian dan penjualan serta kredit. Laporan keuangan juga 




yang dibuat dapat secara detail, tepat dan perhitungan yang baik. Sebagai 
upaya Anda mengatur laporan keuangan, sebaiknya pebisnis mencari ahli jasa 
pembukuan supaya mencegah kerugian yang sedang dijalani.  
Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan, 
Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, 
laporan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya 
sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan-catatan dan berbagai 
integral dari laporan keuangan. Kesimpulan dari pernyataan diatas laporan 
keuangan merupakan hasil dari pengelolaan data yang berupa informasi 
mengenai posisi keuangan organisasi yang menjadi tolak ukur untuk proses 
pengambilan keputusan untuk periode selanjutnya. (KSAP, 2020) 
a. Tujuan Laporan Keuangan 
 Laporan keuangan juga dapat menunjukan prospektif dan prediktif 
mengenai besarnya sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan 
program yang telah disusun. Laporan keuangan juga memiliki tujuan 
sebagai pertanggung jawaban  kepada pemerintah pusat, DPRD, dan 
masyarakat bahwa sumberdaya yang diperoleh telah digunakan sebaik-
baiknya untuk pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan merupakan bentuk 
pertanggungjawaban yang menjelaskan mengenai kemampuan dan posisi 
laporan keuangan yang dikelola dari anggaran dan sumberdaya daerahnya 




 Menurut PP No.71 Tahun 2010 Laporan Keuangan disusun secara 
relevan mendasar pada penggunaan anggaran yang telah dimanfaatkan 
untuk kegiatan operasionalnya, hasil dari laporan keuangan dapat 
digunakan untuk mengetahui letak keberhasilan dan kegagalan pemerintah 
dalam mengelola keuangannya sehingga kedepannya pemerintah dapat 
memperbaiki dan meningkatkan kualitasnya. Laporan keuangan berisi 
catatan seluruh transaksi selama satu periode dengan waktu yang urut dan 
dapat dibuktikan validitasnya, laporan keuangan daerah berguna sebagai 
bahan pengambilan keputusan baik ekonomi, sosial, politik maupun 
pembangunan dimasa yang akan datang (Imam, 2017). 
b. Komponen Laporan Keuangan 
 Laporan keuangan dibuat untuk memastikan akuntabilitas dan 
transparansi dalam mengelola keuangan sehingga harus dibuat sesuai 
dengan Undang-undang yang berlaku (Furqan, 2012).  Pada laporan 
keuangan terdapat empat komponen antara lain: 
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
 Pada laporan ini disajikan berbagai macam laporan mulai dari 
pendapatan-LRA atau penerimaan bendahara yang akan menambah 
SILPA untuk tahun anggaran yang akan datang, yang kedua disajikan 
juga mengenai belanja atau pengeluaran yang mengurangi SILPA, 
ketiga Transfer yang berupa penerimaan atau pengeluaran yang tidak 
ada kaitannya dengan penambahan atau pengurangan kekayaan bersih 




biasanya pembiayaan terjadi dengan tujuan menutup kekurangan atau 
memanfaatkan kelebihan anggaran. 
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan-SAL) 
 Saldo anggaran lebih merupakan gangguan saldo dari hasil 
pengakumulasian SiLPA/SiKPA dari tahun-tahun sebelumnya dengan 
tahun berjalan yang nantinya akan dilakukan penyesuaian. Pada 
awalnya Entitas ini disusun oleh perbendaharaan umum akan tetapi saat 
ini LPSAL dibuat oleh Badan Layanan Umum (BLU). 
3. Neraca 
 Pada neraca disediakan informasi mengenai posisi laporan 
keuangan, sehingga disini akan terlihat dengan jelas mengenai 
klasifikasi antara aset, hutang dan informasi ekuitas pada suatu entitas. 
Dalam akuntansi berbasis akrual perlu diperhatikan bahwa dalam 
menyusun neraca diharapkan pada pos aset dan kewajiban semuanya 
akan diterima dan dibayar dalam jangka waktu satu periode akuntansi 
atau 12 bulan atau lebih. 
4. Laporan Operasional (LO) 
 Laporan Operasional merupakan ringkasan dari seluruh kegiatan 
yang berkaitan dengan operasional yang dilaksanakan oleh pemerintah, 







c. Laporan keuangan perusahaan terbagi menjadi 4 jenis yaitu: 
 Karakteristik pelaporan keuangan merupakan syarat yang lazim 
digunakan dalam mewujudkan tujuan informasi akuntansi dan kualitas 
yang dikehendaki, menurut  (Yadiati & Mubarok, 2017). Karakteristik 
tersebut terdiri dari : 
1. Relevan atau material (dikatakan material apabila informasi yang ada 
dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna serta dapat 
dijadikan alat bantu untuk mengevaluasi kejadian sekarang dan dimasa 
lalu). 
2. Dapat dipahami (setiap laporan keuangan yang dibuat harus bermanfaat 
bagi pengguna untuk itu informasinya pun harus mudah dibaca, 
dipahami dan dimengerti oleh pengguna). 
3. Dapat dibandingkan (penilaian kinerja instansi dapat dilakukan dengan 
cara membandingkan laporan keuangan antara periode saat ini dan 
periode sebelumnya). 
4. Andal ( dikatakan andal apabila telah memenuhi kriteria laporan 
keuangan bebas/ tidak terikat, jujur, jelas dan semua yang disajikan 
telah terverifikasi dengan benar). Dalam laporan keuangan akuntansi 
Daerah mengatur mengenai tiga hal yaitu : 
a. Pengakuan, merupakan proses awal yang ada dalam akuntansi berupa 
pencatatan transaksi sesuai dengan kejadian/peristiwa dan 




b. Pengukuran, merupakan proses penetapan nilai uang  yang 
memanfaatkan nilai perolehan histori agar pencatatannya setara 
dengan nilainya . 
c. Pengungkapan, merupakan proses menyajikan laporan keuangan 
secara lengkap sampai akhir periode. Pada proses inilah manajemen 
akan menentukan untuk mengambil langkah selanjutnya sebagai 
kebijakan perusahaan atau instansi. 
3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penerapan adalah 
suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Standar Akuntansi 
Pemerintahan atau disebut SAP merupakan standar untuk pembuatan laporan 
keuangan yang mempunyai landasan hukum sehingga apabila tidak 
dilaksanakan dengan baik akan berakibat pada sanksi (Bastian, 2010). 
Standar Akuntansi merupakan pedoman atau prinsipprinsip yang mengatur 
perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan 
pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur 
akuntansi merupakan praktik khusus yang telah digunakan untuk 
mengimplementasikan standar (Mardiasmo, 2009).  
Akuntansi pemerintahan berbeda dengan akuntansi organisasi lainnya  
karena dalam laporannya pada akuntansi pemerintah tidak ada istilah 
laba/rugi, perubahan modal dan arus kas  melainkan diganti menjadi laporan 
operasional dan laporan realisasi anggaran. Selain itu perbedaan lainnya ada 




Cadangan, Ekuitas Dana. Perbedaan yang kedua pendapatanya dihasilkan 
dari pungutan kepada masyarakat atau bisa disebut pajak, yang ketiga laporan 
keuangannya diaudit oleh BPK dan BPKP. Selain itu ciri yang keempat pada 
akuntansi pemerintahan tidak dimiliki secara individual maupun kelompok.  
 Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan sesuai dengan undang-
undang yang mewajibkan setiap organisasi untuk menyajikan laporan 
keuangan. Dalam menyajikan dan menyiapkan standar akuntansi 
pemerintahan perlu dilakukan sesuai dengan prosedur kegiatan yang 
dilakukan dalam setiap penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintahan (PSAP) oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Komite 
tersebut terdiri komite konsultatif memiliki tugas memberikan pendapatnya 
dalam rangka merumuskan konsep penyusunan peraturan pemerintah tentang 
SAP sedangkan komite kerja bertugas melakukan penyusunan, dan 
perumusan konsep PP tentang SAP kemudian disampaikan kepada Menteri 
keuangan proses penetapan menjadi Peraturan Pemerintah (Jannaini, 2012). 
 Penerapan SAP ini diharapkan mampu menghadirkan pemerintah yang 
bersih dari tindak kecurangan dalam rangka mensejahterakan kehidupan 
masyarakatnya. Sap diterapkan dalam lingkungan pemerintah dengan ruang 
lingkup yang luas yaitu seluruh dinas-dinas dan kepemerintahan yang ada di 
Republik Indonesia, dengan kata lain akibat dari adanya pemberlakuan 
Standar yang sama di pemerintahan maka akan memudahkan BPK untuk 




juga akan lebih mudah dalam melaksanakan tugasnya selaku badan pengawas 
dalam pengelolaan laporan keuangan pemerintah.  
Standar Akuntansi berbasis akrual sudah diberlakukan di Indonesia sejak 
tahun 2015  yang nantinya laporan tersebut akan diperiksa dan diberi opini 
oleh BPK. Dengan diterapkannya SAP yang baru maka diharapkan 
pemerintah akan lebih mudah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan 
sehingga nantinya dapat mengambil keputusan secara tepat dan cepat, 
manfaat lain dari penerapan SAP berbasis akrual yaitu masyarakat  akan lebih 
mudah untuk menilai transparansi dan akuntabilitas atas segala aset yang 
telah dikelola (Budiman, 2016). 
 Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual juga diatur dalam 
Peraturan Pemerintah yang sama yaitu PP No.71 tahun 2010, SAP berbasis 
akrual telah diterapkan sejak tahun 2015 hingga sekarang, SAP berbasis 
akrual mengakui aset, kewajiban dan ekuitas dalam pelaporan finansial 
berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam 
pelaporan pelaksanaan anggaran. Dalam PP tersebut terdapat 11 peraturan 
standar akuntansi pemerintahan antara lain: 
1. PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan 
Sesuai dengan pasal tersebut laporan keuangan daerah dibuat dan 
disajikan dengan berbasis akrual. Basis akrual ini digunakan baik dalam 
proses pengakuan pendapatan dan beban sampai proses menyajikan 





2.  PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran 
 Laporan Realisasi anggaran berisi informasi mengenai Realisasi 
surplus/defisit-LRA dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing 
diperbandingkan dengan anggarannya.  
3. PSAP No. 03 Laporan Arus Kas 
 Mengatur Penyajian laporan arus kas yang menyediakan informasi 
mengenai perubahan kas berdasarkan aktivitas operasional, investasi, dan 
pendanaan selama satu periode. 
4. PSAP No. 04 Catatan Atas Laporan Keuangan 
 Catatan atas laporan keuangan dibuat untuk menyediakan informasi 
yang dibuat sederhana agar mudah dipahami para pengguna laporan 
keuangan. 
5. PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan 
 Persediaan dalam PSAP ini meliputi barang yang dibeli dan disimpan 
untuk digunakan misalnya komponen peralatan yang diperlukan di 
pemerintahan seperti alat tulis dan lain-lain. 
6. PSAP No. 06 Akuntansi Investasi 
 Akuntansi ini mengatur tentang perlakuan pada investasi jangka 
pendek dan panjang pada laporan keuangan. 
7. PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap 
Mengatur mengenai penilaian terhadap aset tetap yang biasanya 
dinilai dengan biaya perolehan, semua aset tetap dapat disusutkan kecuali 




8. PSAP No. 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan 
 Segala aset tetap yang masih dalam proses pengerjaan dan nantinya 
akan digunakan untuk kegiatan pemerintah dan masyarakat akan diakui 
pada saat prosesnya selesai. 
9. PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban 
 Pengakuan pada pos kewajiban dilakukan pada saat  peminjaman 
dana telah diterima atau dibayarkan, kewajiban diakui sesuai dengan nilai 
nominalnya. 
10. PSAP No. 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan 
Peristiwa Luar Biasa. 
 Kesalahan pada akuntansi terdapat dua macam, kesalahan yang tidak 
berulang dan kesalahan sistematik. Kesalahan yang tidak berulang 
merupakan kesalahan yang dilakukan tanpa kesengajaan. Misalnya pada 
saat pembayaran pajak akan dilakukan koreksi pajak apakah kurang atau 
lebih bayar.  
11. PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasi. 
 Laporan keuangan konsolidasi disajikan untuk periode pelaporan 
keuangan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. 
4. Kualitas Aparatur Pemerintah  
 Menurut Tjiptono (2004) kualitas didefinisikan sebagai kesesuaian untuk 
digunakan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut sangat memerlukan adanya 
sumber daya manusia, sumber daya manusia merupakan penggerak utama dalam 




adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 
pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 
diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2011). Menurut Dharma (2004 : 169) 
Pengertian aparatur pemerintah merupakan Pekerja di wilayah pemerintahan 
yang diberi gaji serta ikut terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah 
termasuk melakukan pelayanan untuk masyarakat berdasarkan ketentuan yang 
berlaku .  
 Dari pendapat Tjipto dan Dharma (2004) maka dapat disimpulkan bahwa 
kualitas aparatur pemerintah merupakan sumber daya manusia yang digaji untuk 
melaksanakan tugas secara teknis serta melakukan pelayanan kepada 
masyarakat. Kualitas individu sangat diperlukan oleh setiap organisasi agar 
pekerjaan yang dihasilkan pun berkualitas, untuk mendapatkan aparatur yang 
berkualitas pemerintah atau pimpinan instansi perlu melakukan peningkatan 
terhadap kinerja aparaturnya salah satunya dengan cara mengadakan pelatihan 
atau diklat bagi semua anggotanya. Pelatihan atau diklat dapat meningkatkan 
ketrampilan kinerja, serta meningkatnya rasa tanggung jawab yang dimiliki 
sehingga dalam melaksanakan kewajibannya dengan baik untuk melayani 
masyarakat. 
  Kualitas laporan keuangan dapat ditingkatkan dengan adanya peran 
sumber daya manusia. Untuk itu perlu adanya peningkatan dalam SDM melalui 
pengadaan bimbingan agar instansi tersebut memiliki tenaga kerja yang 
profesional, terdidik, produktif, kompeten dan berkualitas tinggi, sehingga hasil 




sebagai faktor penting dalam organisasi maka menjalankan programnya perlu 
memiliki kompetensi seperti kemampuan yang mumpuni, pengalaman dan 
wawasan yang luas tentunya akan dapat mengembangkan dan menyelesaikan  
laporan keuangan dengan baik dan tepat.  
 Aparatur Pemerintah juga perlu memiliki kemampuan yang mumpuni 
supaya dalam melaksanakan tugasnya dapat diselesaikan secara maksimal, 
selain itu aparatur juga harus memiliki sikap yang baik ini terbentuk dari pola 
pikir dan tingkah laku seseorang dalam mengerjakan tugasnya, serta memiliki 
kepercayaan diri yang baik maka akan terbentuk pegawai yang berkualitas 
unggul. Dari hal tersebut diharapkan tujuan instansi atau entitas dapat dicapai. 
 Peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah juga dapat dilakukan 
dengan cara memberi pengalaman-pengalam kerja yang baru bagi aparaturnya 
dengan adanya pengalaman, karena setiap individu yang memiliki banyak 
pengalaman tentu wawasannya akan luas dan ini akan berpengaruh pada kualitas 
dirinya selaku aparatur yang berkewajiban memberikan pelayanan terbaik 
kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan peningkatan tersebut pemerintah juga 
perlu mempertimbangkan satu unsur lainnya yaitu kinerja, kinerja seseorang 
dapat berupa keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugasnya. 
Semakin positif penilaian kerja terhadap seseorang akan membuktikan hasil 





Profesionalisme diukur dari segi kecepatannya dalam menjalankan fungsi 
dan mengacu kepada prosedur yang telah disederhanakan (Siagian, 2000). 
Artinya konsep profesionalisme dalam diri aparat diukur dari segi: 
a. Kreatifitas (creativity) yaitu kemampuan aparatur untuk menghadapi 
hambatan dalam memberikan pelayanan kepada publik dengan melakukan 
inovasi. Terbentuknya aparatur yang kreatif terjadi apabila aparatur 
memiliki motivasi untuk mencari ide dan kosep baru. 
b. Inovasi (innovation), Perwujudannya berupa hasrat dan tekad untuk 
mencari, menemukan dan menggunakan cara baru dan metode kerja baru 
dalam pelaksanaan tugasnya. Hambatan yang paling mendasar dari perilaku 
inovatif adalah rasa cepat puas terhadap hasil pekerjaan yang telah dicapai. 
c. Responsivitas (responsivity) yaitu kemampuan aparatur dalam 
mengantisipasi dan menghadapi aspirasi, perkembangan, tuntutan dan 
pengetahuan baru, sehingga birokrasi harus merespon secara cepat agar 
tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 
5. Good Governance 
 Governance  dapat diartikan sebagai sistem, prosedur atau tata cara 
pemerintah dan masyarakat dalam mengatur dan menjalankan kewajibannya 
mengelola sumberdaya yang ada di daerahnya agar dapat dikembangkan dan 
dimanfaatkan . Governance merupakan suatu tatanan dalam menyelenggarakan 
kewenangan pemerintah dalam pembangunan ekonomi (Ganie, 2001). Good 
Governance memiliki kriteria untuk meningkatkan kompetisi yang mendorong 




Ferlie, 1992).  Governance sebagai panutan dalam melaksanakan kekuasaan 
pemerintah yaitu menyediakan fasilitas yang baik serta pelayanan kepada 
masyarakat (Nisjar, 1997).  
 Rahmatika (2017) berpendapat bahwa Good Governance adalah penerapan 
prinsip-prinsip dan aturan kebijakan pemerintah untuk memastikan hasil 
pengambilan keputusan penyelenggaraan pemerintahan. Maka dari pendapat 
ahli diatas dapat disimpulakan bahwa good governance merupakan prosedur tata 
kelola pemerintah dalam mengelola sumber daya sosial dan ekonomi serta 
Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk berlaku transparan 
oleh sebab itu perlu adanya panduan yang baik, good governance merupakan 
panduan atau ujung pangkal pemerintah kaitannya dengan tata kelola pemerintah 
yang bertanggung jawab memanajemen seluruh pembangunan serta memastikan 
tidak adanya tindak kecurangan atau korupsi serta penghindaran dislokasi dana 
investasi.  
 Good governance merupakan pedoman pemerintah dalam mengerjakan 
tugasnya supaya tidak ada tindakan menyeleweng yang melanggar peraturan 
serta hukum yang berlaku. Secara konseptual tata kelola yang baik terbagi 
menjadi dua yaitu nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat serta nilai-nilai 
yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dehingga dapat mencapai 
tujuan secara mandiri, agar dapat menghasilkan kualitas keuangan yang 
akuntability dan transparan sangat memerlukan kualitas tata kelola yang baik 
pula. Good governace merupakan tuntunan baru agar pengelolaan laporan 




akuntabilitas publik yang dapat berpengaruh pada meningkatnya kesejahteraan 
masyarakat. 
 Pada era Reformasi terjadi perombakan besar-besaran pada sistem dan 
tatanan kepemimpinan, rakyat menuntut untuk mendapat pemerintah yang 
bersih, jujur dan adil untuk itu diterapkannya good governance. Sehingga dapat 
dikatakan bahwa good governance merupakan alat yang dijadikan untuk menata 
ulang kepemimpinan yang baru, meskipun demikian dalam kurun waktu 1 tahun 
penerapannya masih terdapat kecurangan yang dilakukan oleh para koruptor 
sehingga pemerintah terus mengupayakan untuk melaksanakan good 
governance sesuai dengan cita-cita dan keinginan masyarakat. Untuk mendapat 
pemerintahan dan produk good governance yang baik maka diperlukan 
memahami mengenai prinsip-prinsipnya. Prinsip Good Governance Terbagi 
menjadi 8. Karakteristik atau prinsip yang harus dianut dalam praktek 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (UNDP, 2009), meliputi: 
1. Participation, dalam hal ini masyarakat memiliki peran membuat keputusan 
langsung maupun tidak langsung. Partisipasi ini dibagun dengan dasar 
kebebasan berkumpul dan mengemukakan pendapatnya. Misalnya saja pada 
saat menyalurka aspirasi di bilik suara pemilu. 
2. Rule of Law, yakni hukum dilaksanakan tanpa membeda-bedakan satu sama 
lain atau perlakuannya adil untuk semua kalangan. 





4. Responsiveness, instansi milik pemerintahan harus bersikap cepat dan tanggap 
dalam melakukan pelayanan. 
5. Consensus Orientation, segala sesuatunya dilakukan atas kepentingan 
masyarakat. 
6. Equity, semua masyarakat berhak atas kesempatan mendapatkan keadilan dan 
kesejahteraan. 
7. Efficiency and effectiveness, sumberdaya publik harus dikelola dengan baik, 
efektif dan efisien 
8. Accountability, bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik yaitu 
dengan melaporkan seluruh kegiatannya. 
 











B. Penelitian Terdahulu 
 
   Tabel 2. 1 
     Penelitian Terdahulu 
No. Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 







dan Good Governance 
Terhadap Kualitas 
Laporan Keuangan di 
Kabupaten Tegal ( 
Studi Kasus pada 
DPKAD Kab. 
Semarang 2014) 
Dari hasil uji yang 
dilakukan, peneliti 
menemukan hasil positif 
dari ketiga variabel 





Pemerintah Daerah dan 
Good Governance 
berpengaruh signifikan 
terhadap kualitas laporan 
keuangan Semarang. 
  











daerah dan pemanfaatan 
teknologi informasi 
berpengaruh positif 
terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah 
daerah. Sedangkan 
kompetensi sumber daya 
manusia, dan 
pengendalian intern tidak 
berpengaruh positif 



































4. (Wulan, 2018) Pengaruh Penerapan 
Standar Akuntansi 
Pemerintah, Kualitas 









Kualitas Sumber daya 
Manusia berpengaruh 
positif terhadap kualitas 
laporan keuangan 
pemerintah daerah 
Kabupaten Solok Selatan.  
















Governance dan Kualitas 
Laporan Keuangan. 













bahwa Penerapan Standar 
Akuntansi Pemerintahan 






   memiliki pengaruh yang 
cukup besar terhadap 
Kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah. 









Kompetensi SDM tidak 
berpengaruh positif pada 
kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah 
Kabupaten Klungkung. 
Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah berpengaruh 




8. (Ihsanti, 2014) Pengaruh Kompetensi 
Sumber daya Manusia 




Keuangan Daerah  
Kompetensi SDM dalam 
pengujian hipotesis 
mempunyai pengaruh 
signifikan positif terhadap 
kualitas laporan keuangan 
SKPD Kab. Lima Puluh 
Kota.  
Penerapan SAKD dalam 
pengujian hipotesis tidak 
berpengaruh signifikan 
positif terhadap kualitas 
laporan keuangan SKPD 
















Hasil temuan penelitian ini 
menunjukan penerapan tata 
kelola pemerintah, 
efektivitas fungsi audit 
internal, dukungan 
manajemen puncak, iklim 
kerja etis, dinilai 
berpengaruh terhadap 
tingkat kecurangan.Tingkat 
















Daerah dan Kompetensi  
Sumber Daya Manusia 
Terhadap Kualitas 
Laporan Keuangan 
SKPD (Studi Pada 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten Kampar) 
Hasil uji hipotesis 
menunjukan bahwa 
Standar Akuntansi 
Pemerintahan,  Penerapan 
Sistem Akuntansi 
Keuangan Daerah dan 









Sumber Daya Manusia 
Pada Penerapan Sistem 
Pengendalian Intern 
Pemerintah dan Standar 
Akuntansi Pemerintah 




Kompetensi Sumber Daya 
Manusia, , Penerapan 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah dan 
Standar Akuntansi 
Pemerintah berpengaruh 
positif terhadap Kualitas 
Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah. 
12. (Ternalemta et 
al., 2021) 
Pengaruh Kompetensi 
Sumber Daya Manusia, 
Penerapan Akuntansi 







 Kompetensi Sumber 




















(Studi Kasus Pada 
Pemerintah Kota Tual). 
Penerapan  Standar  
Akuntansi  Pemerintahan 
dan  
Kualitas   Aparatur   
Pemerintah   Daerah 
berpenga 


















Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran 
1. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap 
Kualitas Laporan Keuangan. 
 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang sesuai dengan prinsip 
akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Yuliani & Agustini, 
2005). Standar Akuntansi Pemerintah wajib diterapkan karena dapat 
memastikan bahwa laporan tersebut disusun sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku (Raharjo, 2016). Standar Akuntansi Pemerintahan berbanding lurus 
dengan kualitas laporan keuangan sehingga semakin baik Penerapan standar 
akuntansi pemerintah maka laporan yang dihasilkan akan semakin baik 
(Wulan, 2018). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan menunjukan 

















sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dapat merepresentasikan 
kondisi keuangan pemerintahan dengan cukup baik (Juwita, 2013). 
2. Pengaruh Kualitas Aparatur Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan. 
 Fungsi dan tugas pokok dalam membuat laporan keuangan dapat 
diselesaikan dengan baik apabila aparatur pemerintahnya berkompeten 
(Raharjo, 2016). Kompetensi sumber daya manusia memiliki hubungan 
positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Ihsanti, 2014). 
Aparatur yang kompeten akan mampu menghasilkan laporan keuangan yang 
berkualitas baik (Triwardana, 2017). Pengaruh Signifikan Kompetensi 
sumber daya terhadap kualitas laporan keuangan dinilai baik sehingga dapat 
disimpulkan bahwa semakin baik kompetensi aparatur akan semakin 
berkualitas pula laporan keuangannya (Ternalemta et al., 2021). 
3. Pengaruh Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan  
 Penelitian yang dilakukan Raharjo (2016) menghasilkan spekulasi 
bahwa pencegahan korupsi dan peningkatan transparansi dapat dilakukan 
dengan menerapkan good governance. Dalam penelitian Abdullah (2016) 
good governance yang diterapkan pada laporan keuangan memberikan 
kontribusi yang baik terhadap peningkatan kualitasnya. penelitian Herawati 
(2019) Good Governance berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan 






D.  Hipotesis 
 Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka 
penulisan merumuskan hipotesis sebagai berikut : 
H1 : Standar Akuntansi Pemerintahan Berpengaruh Positif  Terhadap Kualitas 
Laporan Keuangan. 
H2 : Kualitas Aparatur Pemerintah Berpengaruh Positif  Terhadap Kualitas 
Laporan Keuangan. 



















A. Jenis Penelitian 
 Peneliti menggunakan survey research, teknik ini digunakan untuk 
mendapatkan informasi melalui serangkaian pertanyaan yang diberikan kepada 
narasumber berupa pembahasan mengenai aspek penerapan standar akuntansi 
pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah, dan good governance terhadap 
kualitas laporan keuangan yang baik berbasis sistem akrual (Sugiono, 2017). 
B. Subyek Penelitian  
 Subjek dalam penelitian ini adalah SKPD yang ada di Jawa Tengah, 
mengikuti kriteria yang telah di buat oleh peneliti, hal ini dilakukan agar 
peneliti bisa mendapatkan bukti  empiris mengenai Penerapan Standar 
Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah dan Good Governance 
terhadap Kualitas Laporan Keuangan Berbasis Akrual. 
 1.  Populasi dan Sampel. 
 Populasi adalah total keseluruhan kelompok yang kriterianya sesuai 
untuk dijadikan objek penelitian. populasi yang dimaksud adalah 426 
SKPD yang terdiri dari 132 SKPD Kabupaten Tegal, 137 SKPD 
Kabupaten Brebes dan 157 SKPD Kota Tegal. Sedangkan sampel adalah 
bagian kecil dari populasi, Populasi dalam penelitian ini adalah 9 SKPD 
yang terdiri dari 3 SKPD di Kabupaten Tegal, 3 SKPD di Kabupaten  
brebes dan 3 SKPD Kota Tegal.  Sampel ditentukan dengan teknik 




peneliti dengan beberapa kriteria yang telah dibuat peneliti. Kriteria 
tersebut antara lain: 
1) Instansi yang wilayah kerjanya di bagian perencanaan dan pengawasan 
Laporan Keuangan. 
2) Merupakan pegawai yang berada  di bidang keuangan. 
3) Pegawai  yang tugasnya membuat laporan keuangan instansi 
bersangkutan. 
 
Tabel 3. 1 
Perhitungan Penelitian Sampel 
No Instansi Sampel 
1 BPKAD KABUPATEN TEGAL 5 
2 BAPPEDA KABUPATEN TEGAL 5 
3 INSPEKTORAT KABUPATEN TEGAL 5 
4 BAKEUDA KOTA TEGAL 5 
5 BAPPEDA KOTA TEGAL 5 
6 INSPEKTORAT KOTA TEGAL 5 
7 BPKAD KABUPATEN BREBES 5 
8 BAPPEDA KABUPATEN BREBES 5 
9 INSPEKTORAT KABUPATEN BREBES 5 
 TOTAL SAMPEL 45 
 
C. Jenis data dan Sumber 
1. Jenis Data 
Pada umumnya terdapat dua macam data yaitu data kualitatif dan 
kuantitatif. Peneliti lebih condong menggunakan  data kuantitatif dalam 
melakukan analisis ini (Hakim, 2020). 
a) Data Kualitatif  
 Data Kualitatif merupakan kumpulan kata-kata verbal yang 




b) Data Kuantitatif 
 Data kuantitatif merupakan sekumpulan angka yang diperoleh dan 
dapat diproses dengan analisis statistika dan rumus matematika 
(Kuncoro, 2011). 
D. Definisi Konseptual dan Operasi Variabel 
1. Definisi Konseptual 
 
a) Variabel Terikat (Dependen) 
 Variabel terikat adalah variabel yang diukur perubahan-
perubahannya. Dalam penelitian ini variabel terikatnya yaitu Kualitas 
Laporan Keuangan berbasis akrual merupakan laporan keuangan yang 
berkualitas yang pencatatan dilakukan pada saat peristiwa terjadi 
walaupun tidak ada kas masuk ataupun keluar.  
b) Variabel Bebas (Independen)  
 Variabel bebas adalah variabel yang memberikan pengaruh 
terhadap variabel terikat atau dapat disimpulkan bahwa variabel ini 
digunakan untuk mencari tahu perubahan dan kaitannya dengan variabel 
terikat tersebut, biasanya peneliti melakukan pengubahan pada variabel 
ini agar dapat mengetahui pengaruh variabel lain. Variabel independen 
pada penelitian ini ada 3 yaitu : 
1. Standar Akuntansi Pemerintahan atau bisa juga disebut sebagai standar 





2. Kualitas Aparatur Pemerintah merupakan sumber daya manusia yang 
berperan menggerakan sistem yang telah direncanakan. 
3. Good Governance adalah panduan yang digunakan untuk mengatur 
atau mengontrol agar tidak adanya penyelewengan dan dislokasi 
investasi dan dana yang dikelolanya. 
2. Operasional Variabel 
    Tabel 3. 2 
       Operasional Variabel Independen 
              Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) 
 




















d. Surplus/ Defisit 
e. Pembiayaan 
Interval 
 3. Laporan Arus 
Kas 
a. Aktivitas Operasional 
b. Aktivitas Investasi 
c. Aktivitas Pendanaan 
Interval 
 4. Catatan Atas 
Laporan 
Keuangan 
a. Laporan Entitas 
Pelaporan 
b. Laporan Keuangan 











 6. Akuntansi 
Investasi 
a. Klasifikasi Investasi  Interval 
 7. Akuntansi 
Aset Tetap 
a. Klasifikasi Investasi 
b. Pengakuan Investasi 





 8. Akuntansi 
Kewajiban 
a. Klasifikasi Investasi 
b. Pengakuan Investasi 
c. Pengukuran Investasi 
Interval 





a. Koreksi Kesalahan 
b. Perubahan Kebijakan 
akuntansi  
c. Perubahan estimasi 
akuntansi 





 10. Laporan 
Keuangan 
Konsolidasi. 





     Sumber data : Raharjo 
 
 Tabel 3. 3 
     Operasional Variabel independen 
          Kualitas Aparatur Pemerintah (x2) 






a. Dorongan untuk 
meningkatkan prestasi 
kerja. 




 2. Watak (traits) a. Percaya diri 
b. Kontrol diri 
Interval 
 3. Konsep diri 
(self-concept) 
a. Pikiran / ide yang 
dimiliki pegawai 




 4. Pengetahuan 
(Knowledge) 
a. Memiliki ilmu 
pengetahuan sesuai 
bidang. 










  Tabel 3. 4 
         Operasional Variabel Independen 
        Good Governance (x3) 
 




1. Kepemimpinan a. Memberikan manfaat 
kepada individu. 
b. Memberikan manfaat 
kepada kelompok. 
Interval 












 3. Sarana dan 
Prasarana. 
a. alat/ media dalam 
mencapai tujuan. 



















a. Cara yang dipakai 
dalam melaksanakan 
pekerjaan. 
b. Standar operasional 
prosedur (SOP) 
Interval 












  Tabel 3. 5 
    Operasional Variabel dependen  
           Kualitas Laporan Keuangan Berbasis Akrual (Y) 
 




1. Relevan a. manfaat untuk 
memprediksi 
kinerja 
b. manfaat umpan 
balik (feed 






















 3. Dapat 
dibandingkan 
a. dapat dilakukan 
perbandingan 
secara internal  






















E. Metode Pengumpulan Data 
Data yang relevan dapat dikumpulkan dengan teknik skala likert . Teknik 
ini digunakan untuk mengukur pendapat, sikap dan persepsi responden 
mengenai fenomena yang ada (Sugiyono, 2017) . Teknik pengumpulan data 
melalui kuesioner dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada 
responden  yaitu dengan menghitung bobot tiap pertanyaan. Bobot jawaban 
responden diberi nilai rinci sebagai berikut : 
  Tabel 3. 6 
    Instrumen Penilaian Kuesioner 
No Pilihan Jawaban Skor 
1 Sangat Sering / SS 5 
2 Sering/S 4 
3 Kadang-kadang /Kk 3 
4 Pernah/ P 2 
5 Tidak Pernah/ TP 1 
 
F. Metode Analisis Data 
1. Analisis Statistik Deskriptif 
 Analisis ini berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai objek 
yang sedang diteliti melalui populasi tanpa melakukan analisis dan 
membuat kesimpulan. Statistik deskriptif  dalam penelitian ini 
menggunakan tabel distribusi frekuensi. Pembuatan tabel ini dilakukan 
dengan menentukan kelas interval, rentang data serta panjang kelas. 
2. Uji Kualitas Data 
Uji kualitas data terdiri dari uji reliabilitas dan uji validitas. Uji 
reliabilitas merupakan alat uji yang digunakan untuk mengukur konsistensi 




jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60. Sedangkan pada pengujian 
validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
kuesioner, suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 
mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 
tersebut (Ghozali, 2011). 
3.  Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 
 Uji ini memiliki kegunaan untuk menguji model regresi, apakah 
variabel sisa berkontribusi/berpartisipasi secara normal. Untuk 
mengetahuinya dapat dilakukan uji statistik non-parametrik 
Kolmogorov-Smirnov (K-S) Dasar pengambilan keputusannya adalah 
apabila nilainya kurang dari 0,05 maka dianggap residual tidak 
berkontribusi secara normal begitupun sebaliknya (Ghozali, 2016).  
b. Uji Multikolinearitas  
 Uji multikolinearitas bertujuan untuk megetahui korelasi antara 
variabel bebas. Pada pengujian ini akan lebih baik jika tidak terjadi 
korelasi antar variabel. Karena apabila terdapat korelasi maka dikatakan 
variabel tersebut tidak ortogonal atau nilai korelasi antar sesama variabel 
bebas sama dengan nol. 
c. Uji Heteroskedastisitas  
Uji ini merupakan uji yang digunakan agar tidak terjadi kesamaan 
deviasi pada setiap variabel independen terhadap variabel dependen. 




dari residual suatu pengamatan ke pangamatan lain. Apabila sama maka 
dapat dikatakan bahwa pengamatan ini disebut homoskedastisitas namun 
apabila berbeda maka disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).  
4.  Analisis Regresi Linear Berganda  
 Analisis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan fungsional antara 
variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 
Rumus yang digunakan adalah : 
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 
    Keterangan :  
Y = Kualitas Laporan Keuangan  
a = Konstanta 
 b1,b2,b3, = Koefisien regresi  
X1 = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan  
X2 = Kualitas Aparatur Pemerintah  
X3 = Good Governance  
5. Pengujian Hipotesis  
a. Uji statistik T (Uji Parsial) 
   Uji statistik t merupakan alat  yang digunakan untuk mengetahui 
pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel 
dependen. Apabila nilai tabel statistik t ditentukan tingkat signifikan 5%. 
Pengambilan keputusan uji hipotesis dihasilkan dari nilai probabilitas 






6. Koefisien Determinasi  
 Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 
Mengukur koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (0 ≤ R 2 ≤ 1). 
Jika nilainya semakin mendekati satu berarti variabel-variabel independen 
memberikan hampir semua infomasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 
variasi variabel dependen. (Ghozali, 2016).  Rumus Koefisien determinasi 




 Kd = Koefisien determinasi  
 R2 = Koefisien korelasi





HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum  
4.1 Sejarah  Kabupaten Tegal. 
 
 Tegal berasal kata Teteguall yang kemudian dipermudah dengan kata 
Tetegal, nama Tegal diberikan oleh pedagang portugis yang singgah di 
kabupaten  tegal pada tahun 1500-an.(Saputro, 1955). Sejarah lain 
mengatakan bahwa kabupaten ini berdiri sejak diangkatnya Ki Gede 
Sebayu sebagai juru demung di tegal tepatnya pada 18 mei 1601. Menurut 
sejarah Ki Gede Sebayu merupakan putra ke-22 dari Pangeran Onje 
Adipati Purbalingga. Ki Gede Sebayu memulai perjalanannya pada tahun 
1587 hingga akhirnya menemukan kota tegal dan singgah untuk 
membangun daerah tegal. Kabupaten Tegal memiliki luas 876,10 Km2 
yang terdiri dari dua bagian yaitu: bagian utara kabupaten tegal yang 
berupa dataran rendah dan bagian selatan kabupaten yang berupa 
pegunungan.  
 




a. BPKAD Kabupaten Tegal 
Pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Tegal didasarkan pada Perda No.12 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah  (DPRD, 2016b).  
1. Visi-Misi BPKAD Kabupaten Tegal 
Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Yang 
Akuntabel dan Transparan.  
2. Tugas BPKAD Kabupaten Tegal 
 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas 
pokok membantu bupati dalam melaksanakan penunjang urusan 
pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah. 
3. Wewenang BPKAD Kabupaten Tegal 
 Berdasarkan pada peraturan bupati tegal No.60 Tahun 2012 (DPRD, 
2012) BPKAD Kabupaten Tegal memiliki kewenangan sebagai 
berikut: 
a. Perumusan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan daerah. 
b. Perumusan tentang peraturan dan perubahan APBD. 
c. Perumusan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa. 
d. Perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan 
investasi dan aset.  
e. Perumusan kebijakan tentang sistem prosedur pengelolaan keuangan 




f. Pengelolaan dan pelaporan DAU dan dana alokasi khusus (DAK) 
g.  Pengendalian dan pelaporan dana bagi hasil (DBH) 
h. Perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur pengelolaan 
keuangan. 
i. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD. 
j. Perumusan Kebijakan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban 
pelaksanaan urusan pemerintahan.  
k. Menyelenggarakan ketatausahaan dinas BPKAD Kab. Tegal. 
b. Bappeda Kabupaten Tegal 
 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten 
Tegal merupakan salah satu lembaga teknis yang dibentuk berdasarkan 
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah. 
Bappeda berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di 
bidang perencanaan umum daerah yang dipimpin oleh seorang kepala unit 
eselon II yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah (DPRD, 2008c). 
1. Visi Bappeda Kabupaten Tegal 
  Terwujudnya masyarakat kabupaten tegal yang sejahtera, mandiri, 






2. Misi Bappeda Kabupaten Tegal  
a. Membangun sentra pelayanan publik prima 
b. Peningkatan kualitas hidup masyarakat 
c. Penataan lingkungan permukiman kumuh dan rumah sehat bagi 
warga miskin. 
3. Tugas Bappeda Kabupaten Tegal  
 Bappeda mempunyai tugas menyusun, mengendalikan dan 
mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, 
penyelenggaraan penelitian dan pengembagan dan pengelolaan statistik 
daerah 
4. Fungsi Bappeda Kabupaten Tegal 
a. Penyusunan serta pelaksanaan rencana kerja dan anggaran BPKAD. 
b. Perumus kebijakan perencanaan pembangunan dan penelitian. 
c.Penyusunan kebijakan umum anggaran berkoordinasi dengan 
BPKAD. 
d.Pengoordinasian kebijakan perencanaan dibidang ekonomi, 
kesejahteraan dan Aparatur Keuangan.  
e. Pengoordinasian perencanaan pembangunan secara terpadu lintas 
daerah, dan negara serta lintas urusan pemerintah antara pusat dan 
daerah. 
f. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. 





h. Pengoordinasian penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah. 
i. Pengelolaan, kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan 
Bappeda. 
c. Inspektorat Kabupaten Tegal 
 Inspektorat kabupaten tegal dibentuk berdasarkan Perda No. 9 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis 
Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (DPRD, 2016b). Inspektorat 
berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang 
pengawasan yang dipimpin oleh seorang Inspektur serta bertanggung 
jawab langsung kepada Bupati Tegal melalui Sekretaris Daerah. 
1. Visi  Inspektorat Kabupaten Tegal 
     Terwujudnya Pengawasan yang Profesional, Terencana, Obyektif 
dan Tepat Waktu menuju Penyelenggaraan Kepemerintahan Kabupaten 
Tegal yang Baik. 
2. Misi Inspektorat Kabupaten Tegal 
a. Meningkatkan penguatan Sistem Kelembagaan Pengawasan. 
     b. Meningkatkan kualitas  SDM   dan Sarana Prasarana Penunjang 
Pengawasan. 
     c. Mendorong peran serta aktif aparatur pemerintahan dan masyarakat 
dalam rangka perwujudan Good Governance. 




3. Tugas Inspektorat Kabupaten Tegal 
a. Menyelenggarakan kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan 
menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. 
b. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi : Penyusunan kebijakan 
bidang pengawasan; Penyusunan pedoman/ standar di bidang 
pengawasan; Koordinasi program pengawasan; dan Tugas lain 
sesuai kebijakan Bupati, antara lain mengenai hal-hal lain yang 
dianggap strategis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. 
c.bPengoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan reformasi birokrasi di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. 
4. Fungsi Inspektorat Kabupaten Tegal 
a. Penetapan rencana kerja; 
b. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan; 
c. Penyelenggaraan fasilitasi pengawasan; 
d. Penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian 
tugas pengawasan; 
e.Pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan 
Inspektorat; 






4.2 Sejarah  Kabupaten Brebes 
 Brebes berasal dari kata “Bara” dan “Basah” yang berarti hamparan 
tanah luas yang mengandung banyak air. Kata “bara” diucapkan “bere” dan 
“basah” diucapkan “besah” maka untuk memudahkan masyarakat 
mengucapkannya dengan “Brebes”. Brebes mulanya merupakan bagian dari 
kabupaten tegal, akan tetapi pada pertemuan tersebut terdapat perbedaan 
pendapat antara kedua adipati yang menyebabkan peperangan antar 
keduanya. Kemudian pada sehari setelah peristiwa berdarah tersebut, 
tepatnya 18 Januari 1678 brebes mulai dijadikan kabupaten mandiri 
bersamaan dengan diangkatnya adipati Arya Sulaya sebagai Bupati/Adipati 
Kabupaten Brebes. Pengangkatan Arya Suralaya sekaligus titimangsa 
pemecahan Kadipaten Tegal menjadi dua bagian yaitu Timur tetap disebut 
Kadipaten Tegal dan bagian barat disebut Kabupaten Brebes. 
 
          Gambar 4. 2 Peta Administrasi Kab. Brebes 
a. BPKAD Kabupaten Brebes 
 Sesuai dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 




penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
Kabupaten di bidang pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah. 
Dengan adanya beberapa perubahan kondisi masyarakat dan tantangan 
yang dihadapi Kabupaten Brebes (DPRD, 2016). 
1. Visi BPKAD Kabupaten Brebes 
 Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan 
masyarakat yang prima dan optimal. 
2. Misi Kabupaten Brebes 
a. Mengoptimalkan pendapatan daerah. 
b. Mewujudkan manajemen penganggaran yang berkualitas melalui 
pembinaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD. 
c. Melaksanakan laporan keuangan daerah yang memenuhi asas 
akuntabilitas dan transparansi 
d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan 
pendapatan dan keuangan daerah. 
3. Tugas BPKAD Kabupaten Brebes 
 Membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian fungsi 
penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
bidang keuangan. 
4. Fungsi BPKAD Kabupaten Brebes 





b. Melaksanakan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan 
aset daerah. 
c. Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan 
teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah. 
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset 
daerah. 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
tugasnya. 
b. BAPPEDA Kabupaten Brebes 
 Badan perencanaan dan pembangunan daerah (Bappeda) pemerintah 
kabupaten brebes berada di Jl. Jenderal Sudirman No.159, KaumanPasar, 
Brebes. Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. 
1. Visi Bappeda Kabupaten Brebes 
 Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, 
informatif dan akomodatif. 
2.  Misi Bappeda Kabupaten Brebes 
a.lMeningkatkan kualitas dan kuantitas perencanaan untuk 
menghasilkan kajian dan telaah strategis dibidang pembangunan. 
b. Pemenuhan sarana dan prasarana yang menunjang perencanaan, 







3. Tugas Bappeda Kabupaten Brebes 
 Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan 
daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi 
penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten 
di bidang perencanaan pembanguanan dan penelitian pengembangan. 
4. Fungsi Bappeda Kabupaten Brebes 
a. Menyusun kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang 
perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan. 
b. Pelaksanaan dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang 
perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan. 
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan 
teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang perencanaan 
pembangunan dan penelitian pengembangan. 
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan 
pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas di bidang 
perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. 
c. Inspektorat Kabupaten Brebes 
  Inspektorat Kabupaten Brebes merupakan instansi yang berada di Jl. 








1. Visi Inspektorat Kabupaten Brebes 
 Terwujudnya Pengawasan yang Profesional, Terencana, Objektif 
dan Tepat Waktu menuju Penyelenggaraan Kepemerintahan Kabupaten 
brebes yang Baik. 
2. Misi Inspektorat Kabupaten Brebes 
a.Meningkatkan Pengawasan Intern yang profesional, integritas dan 
amanah. 
b.Mendorong efisiensi dan efektifitas kinerja kementerian 
perhubungan. 
c. Mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 
d.Mencegah dan menindaklanjuti penyimpangan dan penyalahgunaan 
wewenang. 
3. Tugas Inspektorat Kabupaten Brebes 
  Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 
pembantuan oleh perangkat daerah. 
4.  Fungsi Inspektorat Kabupaten Brebes 
a. Perumusan Kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas 
pengawasan. 
b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan 
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan 
lainnya. 





4.3 Sejarah Kota Tegal 
 Kota Tegal berasal dari kata teteguall yang diberikan oleh tome pires 
pelaut portugis yang pernah singgah di pelabuhan tegal pada tahun 1500-an. 
Konon katanya teteguall berarti tanah yang subur yang mampu 
menghasilkan tanaman pertanian. Namun sejarah kota tegal tidak lepas dari 
Ki Gede Sebayu yang membangun kota ini. Penobatan Sebayu sebagai 
pemimpin tertinggi dilakukan bersamaan dengan festival tradisional setelah 
panen besar yakni 12 April 1580 yang sekaligus menjadi peringatan 
diangkatnya Ki Gede Sebayu sebagai Juru Demung.  
 
           Gambar 4. 3 Peta Administrasi Kota Tegal 
 
a. BAKEUDA Kota Tegal 
 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 
Tegal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota 




dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 29 Tahun 2008 tentang 
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan  Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal 
yang menyatakan bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah Kota Tegal(DPRD, 2008) . 
1. Visi Bakeuda Kota Tegal. 
 Terwujudnya dinas yang profesional berbasis pelayanan prima 
dalam pengelolaan pendapatan, penatausahaan keuangan dan aset 
daerah. 
2. Misi Bakeuda Kota Tegal 
a. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia. 
b. Mengoptimalkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang 
dikelola. 
c. Mengembangkan sistem pengelolaan pendapatan, penatausahaan 
keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang 
berlaku. 
d. Menyelenggarakan administrasi dan pelaporan keuangan daerah 
secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel. 
e. Meningkatkan kualitas pelayanan prima di bidang pendapatan, 
pengelolaan keuangan dan aset daerah. 
3. Tugas Bakeuda 
a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyusunan APBD sesuai 





b. Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan daerah 
c. Meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah. 
4. Fungsi Bakeuda 
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelilaan 
keuangan dan aset daerah. 
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 
bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. 
c. Pembinaan dan fasilitas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan 
dan aset daerah. 
d. Pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pengendalian 
operasional pendapatan , pendataan, penetapan dan penagihan, 
anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan aset daerah. 
e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendapatan dan 
pengelolaan keuangan dan aset daerah. 
b. BAPPEDA Kota Tegal 
 Bappeda Kota Tegal merupakan salah satu instansi yang berada di Jl. 
Ki Gede Sebayu No. 3 Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota 
Tegal. 
1. Visi Bappeda Kota Tegal. 
  Terwujudnya Pemerintahan yang berdedikasi menuju kota yang 






2. Misi Bappeda Kota Tegal 
a. Meningkatkan Infrastruktur, transportasi publik, lingkungan hidup 
yang bersih dan sehat  
b. Pembangunan berkelanjutan berorientasi pada energi terbarukan.  
3. Tugas Bappeda Kota Tegal 
  Badan Perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 
Daerah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi 
penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di 
bidang perencanaan, dan penelitian serta pengembangan. 
4. Fungsi Bappeda Kota Tegal 
a. Menyusun kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintah 
daerah di bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan 
b. Pelaksanaan tugas dukungan fungsi penunjang urusan pemerintah 
daerah di bidang perencanaan, dan penelitian pengembangan.  
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan 
teknis fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang 
perencanaan, dan penelitian dan pengembangan. 
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi, penunjang urusan 
pemerintah daerah di bidang perencanaan dan penelitian dan 
pengembangan. 
c. Inspektorat Kota Tegal 
 Inspektorat Kota Tegal berada di JL. Ki Gede Sebayu No.4 Lantai 




1. Visi Inspektorat Kota Tegal 
 Terwujudnya Pemerintahan yang berdedikasi menuju kota yang 
bersih, demokratis, disiplin dan inovatif. 
2. Misi Inspektorat Kota Tegal 
a.  Meningkatkan Infrastruktur, transportasi publik, lingkungan hidup 
yang bersih dan sehat. 
b. Pembangunan berkelanjutan berorientasi pada energi terbarukan. 
c. Meningkatkan kepariwisataan, investasi dan daya saing daerah serta 
mengembangkan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif. 
3. Tugas Inspektorat Kota Tegal. 
 Membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan 
urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 
pembantuan oleh perangkat daerah. 
4. Fungsi Inspektorat Kota Tegal 
a. Merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas 
pengawasan. 
b. Meningkatkan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan 
melalui audit dan pengawasan lainnya. 








4.4 Gambaran Umum Responden 
a. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
 Dari total 45 responden yang dikumpulkan, diperoleh data tentang 
jenis Kelamin responden. Adapun secara rinci data responden 
berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :  
Tabel 4. 1  
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
 
Jenis Kelamin Frekuensi Presentase 
Pria 23 51% 
Wanita 22 49% 
Total 45 100% 
                 Sumber:  Data Primer diolah tahun 2021 
 Berdasarkan Pada Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden 
dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori yaitu pria dan wanita. 
Dari data tersebut berhasil dikumpulkan 23 pria dan 22 wanita dengan 
persentase 51% Pria dan 49% wanita, hal ini menjelaskan bahwa 
sebagian besar responden didominasi pria. 
b. Responden Berdasarkan Usia 
 Dari total 45 responden yang dikumpulkan, diperoleh data tentang 
usia responden. Adapun secara rinci data responden berdasarkan usia 







        Tabel 4. 2 




















Sumber : Data primer diolah tahun 2021 
 
Dari tabel 4.3 dapat diketahui bahwa responden dibagi menjadi 8 
kategori yaitu 21-25th sebanyak 4%, 26-30th sebanyak 22%, 31-35th 
sebanyak 18%, 36-40th sebanyak 18%, 41-45th sebanyak 14%, 46-50th 
sebanyak 14%, 51-55th sebanyak 8% dan yang terakhir 56-6 th sebanyak 
2%.  
c. Responden Berdasarkan Pendidikan 
 Dari total 45 responden yang dikumpulkan, diperoleh data tentang 
riwayat pendidikan responden. Adapun secara rinci data responden 
berdasarkan Pendidikan sebagai berikut :  
 
Usia Frekuensi Presentase 
21 - 25 th 2 4% 
26 – 30 th 10 22% 
31 - 35 th 8 18% 
36 – 40 th 8 18% 
41 – 45 th 6 14% 
46 -50 th 6 14% 
51 - 55 th 4 8% 
56 - 60 th 1 2% 




       Tabel 4. 3 
       Responden Berdasarkan Pendidikan 
 
Pendidikan Frekuensi Presentase 
D3 2 4% 
S1 34 76% 
S2 9 20% 
Total 45 100% 
Sumber : Data primer diolah tahun 2021 
 Dari tabel 4.4 diketahui bahwa responden dibagi menjadi 3 kategori 
yaitu dengan lulusan D3 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 34 orang dan S2 
sebanyak 9 orang dengan persentase D3 4%, S1 76%, dan S2 20%. 
4.5 Uji Data Penelitian 
 a . Hasil Uji Kualitas Data 
1. Uji Validitas 
Pengujian validitas dilakukan berdasarkan analisis item yaitu 
mengkorelasikan skor setiap item dengan skor variabel atau hasil 
penjumlahan seluruh skor item pertanyaan (Sugiono, 2011). Teknik 
korelasinya memakai Pearson Correlation, dihitung dengan 
menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 22. Item 
pertanyaan dinyatakan valid apabila memiliki nilai rhitung> rtabel. 







                       Tabel 4. 4 
                          Hasil Uji Validitas 
 
Variabel Butir r hitung r tabel 
(N = 45) 
Keterangan 
R hitung > 






Item 1 0,801 0,301 Valid 
Item 2 0,785 0,301 Valid 
Item 3 0,845 0,301 Valid 
Item 4 0,794 0,301 Valid 
Item 5 0,732 0,301 Valid 
Item 6 0,709 0,301 Valid 
Item 7 0,752 0,301 Valid 
Item 8 0,751 0,301 Valid 
Item 9 0,758 0,301 Valid 
Item 10 0,804 0,301 Valid 




Item 1 0,667 0,301 Valid 
Item 2 0,632 0,301 Valid 
Item 3 0,524 0,301 Valid 
Item 4 0,745 0,301 Valid 
Good 
Governance 
Item 1 0,671 0,301 Valid 
Item 2 0,594 0,301 Valid 
Item 3 0,646 0,301 Valid 
Item 4 0,687 0,301 Valid 




Item 1 0,610 0,301 Valid 
Item 2 0,579 0,301 Valid 
Item 3 0,579 0,301 Valid 
Item 4 0,438 0,301 Valid 
Item 5 0,727 0,301 Valid 
Sumber : Data diolah dengan SPSS 
2. Uji Reliabilitas 
Menurut Imam Ghozali (2018), reliabilitas adalah alat untuk 
mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau 
konstruk yang akan diteliti. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau 
handal. Pengujian reliabilitas  dalam penelitian ini dilakukan dengan 




masing variabel yang diuji. Apabila nilai Cronbach's Coefficient Alpha 
lebih besar dari 0,60, maka jawaban dari para responden pada kuesioner 
sebagai alat pengukur dinilai dinyatakan reliabel. Jika nilai Cronbach's 
Coefficient Alpha lebih kecil 0,60, maka jawaban dari para responden 
pada kuesioner sebagai alat pengukur dinilai dinyatakan tidak reliable. 
Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.5 
                         Tabel 4. 5 
                    Hasil Uji Reliabilitas 
 
Variabel AlphaCronbach Keterangan 
Penerapan Standar 
Akuntansi Pemerintahan 
0,953 Dapat diandalkan 
Kualitas Aparatur 
Pemerintah 
0,765 Dapat diandalkan 
Good Governance 0,883 Dapat diandalkan 
Kualitas Laporan 
Keuangan 
0,921 Dapat diandalkan 
                   Sumber : data diolah dengan SPSS 
 Berdasarkan Tabel 4.5 diatas, diperoleh nilai nilai Alpha Cronbach 
dari semua variabel penelitian yaitu Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah dan Good Governance 
menunjukkan lebih besar dari nilai 0,6. Dengan demikian jawaban-
jawaban responden dari variabel-variabel penelitian tersebut reliabel, 
sehingga kuesioner reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian 
selanjutnya. 
b. Uji Asumsi Klasik 
 Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji model regresi sehingga 




estimator linear tidak bias. Model regresi yang diperoleh berdistribusi 
normal dan terbebas dari gejala multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. 
Pengujian autokorelasi tidak dilakukan dikarenakan data yang digunakan 
bukan data time series.  
1. Uji Normalitas 
 Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam 
model regresi variabel dependen maupun independen mempunyai 
distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang 
memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Histogram dan 
Normal P-P Plot Regression Standardized, dimana Uji normalitas 
dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu 
diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. 
Berikut ini hasil dari uji normalitas adalah sebagai berikut : 
 
 
                        Gambar 4. 4 uji normalitas data 
 
  Berdasarkan hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat 




mengikuti garis diagonal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
data mendekati normal dan memenuhi asumsi normalitas. Uji 
normalitas juga dapat menggunakan uji statistik nonparametrik 
kolmogorov smirnov (Ghozali, 2018). Ketentuan pengambilan 
keputusan pada uji kolmogorov smirnov adalah bahwa jika 
probabilitas signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji 
mempunyai perbedaan dengan data normal baku, berarti data tersebut 
tidak normal. Sebaliknya jika signifikansi di atas 0,05 berarti data 
yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data 
normal baku, berarti data tersebut normal. 
                       Tabel 4. 6 
                                                          Uji Normalitas 
                                       One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 
N 45 
Normal 
Parameters a,b  
Mean 0,00000000 












 a. Test distribution is normal 
 b. Calculated from data 
          Sumber : data primer diolah dengan SPSS. 
 
Berdasarkan Tabel 4.7 diatas diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-
tailed) sebesar 0,200. Dikarenakan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih 




diterima; yang berarti data terdistribusi secara normal. Dengan 
demikian uji normalitas ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas 
terpenuhi. 
2. Uji Multikolinieritas 
 Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Pengujian 
adanya multikolinearitas dilakukan dengan memperhatikan besarnya 
tolerance value dan besarnya VIF (Ghozali, 2018). Jika nilai tolerance 
value > 0,10 atau < 1 dan VIF < 10, maka tidak terjadi 
multikolinearitas. Hasil uji multikolinieritas ditunjukkan pada Tabel 
4.7 
              Tabel 4. 7 
                                                    Uji Multikolinieritas 
 









Good Governance 0,772 1,296 
                     Sumber : data primer diolah dengan SPSS 
 Berdasarkan tabel 4.8  menunjukkan bahwa nilai VIF (Variance 
Inflation Factor) adalah <  10 Serta nilai Tolerance dari ketiga variabel 
diatas tidak > 1. Dengan VIP penerapan standar akuntansi 
pemerintahan sebesar 1,555 dengan Tolerance 0,643, kualitas aparatur 
pemerintah memiliki VIF 1,479 memiliki tolerance 0,676, dan Good 




disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung 
multikolinearitas, sehingga pengujian selanjutnya dapat dilanjutkan 
karena telah memenuhi syarat pengujian asumsi klasik yaitu tidak 
terjadi multikolinearitas. 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Heteroskedastisitas muncul ketika varian dari distribusi 
probabilitas gangguan tidak konstan untuk seluruh pengamatan atas 
variabel penelitian. Metode yang digunakan untuk menguji 
heteroskedastisitas dalam penelitian ini memakai uji glejser.  Apabila 
nilai probabilitas (sig) > dari 0,05 maka tidak terjadi 
heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). 
                              Tabel 4. 8 








B Std.Error Beta 
 (Constant) 0,327 1,404  0,233 0,817 
 Penerapan 
SAP 








0,016 0,57 0,047 0,280 0,781 
a. Dependent Variable : Kualitas Laporan Keuangan 
         Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 
 Berdasarkan tabel diatas uji heteroskedastisitas menunjukan 
hasil yang baik dari masing-masing variabel atau dengan kata lain 




Pemerintahan memiliki nilai signifikan 0,062, Kualitas Aparatur 
Pemerintah Memiliki nilai signifikan 0,151 dan Good Governance 
memiliki nilai siginfikan 0,781. Maka dapat disimpulkan bahwa 
asumsi heteroskedastisitas terpenuhi. Model regresi yang baik adalah 
model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Metode yang 
digunakan yaitu metode grafik yang dilihat dari grafis scatterplot. 
Hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut : 
 
                     Gambar 4. 5 Uji Heterokedastisitas 
 
Berdasarkan grafik scatterplot menunjukkan bahwa tidak 
ditemukan pola tertentu yang teratur dan titik-titik menyebar di atas 
dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi 
heteroskedastisitas pada model regresi. 
4.6 Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan 
Keuangan Berbasis Akrual. 
a. Analisis Regresi Linier Berganda 
Menurut Ghozali (2018) model regresi linier berganda digunakan 




inovasi yang mencakup penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1), 
kualitas aparatur pemerintah (X2), dan good governance (X3) terhadap 
kualitas laporan keuangan daerah (Y) hasil perhitungan SPSS ditunjukan 
pada tabel berikut ini: 
        Tabel 4. 9 















0,119 0,041 0,382 2,934 0,005 
Kualitas Aparatur 
Pemerintah 




0,330 0,009 0,396 3,333 0,002 
a. Dependent Variabel : Kualitas Laporan Keuangan 
              Sumber : Data primer diolah dengan SPSS 
Dari tabel 4.10 menunjukkan bahwa persamaan regresi ganda yang 
diperoleh dari hasil analisis adalah Y kualitas laporan keuangan berbasis 
akrual = 7,205 + 0,119X1 + 0,149X2 + 0,330X3. Persamaan regresi linier 
berganda diatas dapat diartikan bahwa : 
1. Nilai konstanta sebesar 7,205 satuan, artinya jika Penerapan Standar 
Akuntansi Pemerintahan (X1), Kualitas Aparatur Pemerintah (X2), dan 
Good Governance (X3) nilainya adalah 0, maka Kualitas Laporan 
Keuangan Berbasis Akrual (Y) nilainya adalah 7,205 satuan.  
2. Nilai Koefisien variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 




pemerintahan mengalami 1 kenaikan maka kualitas laporan keuangan 
berbasis akrual (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,119 satuan. 
3. Nilai Koefisien variabel Kualitas Aparatur Pemerintah (X2) sebesar 
0,149 satuan. Artinya jika kualitas aparatur pemerintah mengalami 1 
kenaikan maka kualitas laporan keuangan berbasis akrual (Y) akan 
mengalami kenaikan sebesar 0,149 satuan. 
4. Nilai Koefisien variabel Good Governance (X3) sebesar 0,330 satuan. 
Artinya jika good governance mengalami 1 kenaikan maka kualitas 
laporan keuangan berbasis akrual (Y) akan mengalami kenaikan 
sebesar 0,330 satuan.  
b. Uji T Parsial. 
Uji hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 
penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah 
dan good governance terhadap kualitas laporan keuangan berbasis akrual 
di Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kota Tegal. Uji statistik t pada 
dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara 
individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Ghozali, 2018). 









Tabel 4. 10 























0,330 0,009 0,396 3,333 0,002 
Sumber : data diolah dengan SPSS 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa: 
1. Variabel Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
memiliki nilai T hitung sebesar 2,934 satuan dan nilai T tabel sebesar 
2,019 satuan. T hitung > T tabel maka terdapat pengaruh yang 
menunjukan arah positif, dengan nilai signifikan 0,005 satuan 
Dikarenakan nilai p-value lebih kecil dari tingkat signifikan  5% atau 
(0,005 < 0,05), maka : 
H1 diterima artinya  penerapan standar akuntansi pemerintahan 
berpengaruh positif  terhadap kualitas laporan keuangan berbasis akrual 
di Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kota Tegal. 
2. Variabel Kualitas Aparatur Pemerintah memiliki nilai T sebesar 1,073 
satuan dan nilai T tabelnya 2,019 satuan. Hal ini menunjukan bahwa 
nilai T hitung < T tabel maka menunjukan tidak terdapat pengaruh akan 




Dikarenakan nilai p-value lebih besar dari tingkat signifikan   5% atau 
(0,290 > 0,05), maka : 
 H2 ditolak artinya  kualitas aparatur pemerintah tidak berpengaruh 
positif terhadap kualitas laporan keuangan berbasis akrual di Kabupaten 
Tegal, Kabupaten Brebes dan Kota Tegal. 
3. Variabel Good Governance  memiliki nilai T sebesar 3,333 satuan dan 
nilai T tabelnya 2,019 satuan . Hal ini menunjukan nilai T hitung > T 
tabel maka terdapat pengaruh yang menunjukan arah positif, dengan 
nilai signifikan 0,002 satuan Dikarenakan nilai p-value lebih kecil dari 
tingkat signifikan  = 5% atau (0,002 < 0,05), maka : 
H3 diterima artinya Good Governance berpengaruh positif  terhadap 
kualitas laporan keuangan berbasis akrual di Kabupaten Tegal, 
Kabupaten Brebes dan Kota Tegal.  
c. Koefisien Determinasi 
 Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 
kontribusi dari variabel independen  penerapan standar akuntansi 
pemerintahan, Kualitas aparatur pemerintah dan Good Governance. 
Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui model regresi mana yang 
terbaik dinyatakan dengan koefisien determinasi. Nilai koefisien 
determinasi yaitu antara 0 dan 1, jika nilai determinasi atau R2 = 1 artinya 
variabel dependen mempengaruhi variabel independen secara sempurna 




tidak mempengaruhi variabel dependen. Hasil Koefisien determinasi 
sebagai berikut : 
   Tabel 4. 11 
Koefisien Determinasi 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 0,744 0,553 0,521 0,981 
a. Dependent Variabel : Kualitas Laporan Keuangan Berbasis Akrual 
b. Predictors : (Constant), Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah, dan Good Governance. 
              Sumber : Hasil data primer diolah dengan SPSS 
 Nilai adjusted R square (R2 ) sebesar 0,521. Dapat diartikan bahwa 
kemampuan  variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, 
Kualitas Aparatur Pemerintah, dan Good Governance mampu 
menjelaskan kualitas laporan keuangan daerah sebesar 52,1%.  Sedangkan 
sisanya 47,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan kedalam 
penelitian yaitu sistem pengendalian intern, teknologi informasi, sistem 
informasi manajemen daerah, dan pengaruh penerapan PSAK 45.  
B. Pembahasan 
1. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap 
Kualitas Laporan Keuangan Berbasis Akrual di Kabupaten Tegal, 
Kabupaten Brebes, dan Kota Tegal. 
  Berdasarkan pada hasil analisis yang dilakukan menunjukan bahwa 
koefisien regresi variabel standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif 
terhadap kualitas laporan keuangan berbasis akrual. Hal ini dapat dilihat dari 
perhitungan uji hipotesis yang menunjukan T hitung sebesar  2,934 dan T 




of signifikan 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis satu mengenai 
pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas 
laporan keuangan berbasis akrual di Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan 
Kota Tegal diterima. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diinterpretasikan bahwa 
penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan 
keuangan dengan nilai positif. Untuk itu baik pemerintah pusat maupun 
daerah harus menerapkan standar akuntansi pemerintahan dengan baik dan 
benar, sehingga pemerintah akan lebih mudah untuk meningkatkan kualitas 
laporan keuangan, dengan kata lain semakin baik penerapan standar akuntansi 
pemerintahan maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang 
dihasilkan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan pada segi teori hasil sesuai 
dengan agency theory yang menjelaskan bahwa teori keagenan ini akan 
terjadi dalam setiap organisasi termasuk pemerintahan yang berfokus pada 
pengelolaan sumber daya yang ada di daerahnya kemudian memberikan 
informasi dan laporan pertanggungjawabannya kepada publik, Sehingga 
laporan yang dihasilkan harus berkualitas. Hasil penelitian ini sama halnya 
dengan penelitian yang dilakukan oleh (Raharjo et al., 2016) yang 
menyebutkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh 
positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah di semarang. 
Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
(Raharjo et al., 2016) yang menyebutkan bahwa penerapan standar akuntansi 




di semarang. Kesuma et al., (2017) juga menyebutkan bahwa standar 
akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintahan pada SKPD kementerian pariwisata. Penerapan 
standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan 
keuangan di kabupaten solok selatan (Mayang, 2018) . Menurut penelitian 
yang dilakukan Herawati dan Nopianti (2019) menyebutkan bahwa 
penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap 
Good Governance dan kualitas laporan keuangan. Triwardana (2017) 
menyebutkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh 
positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD kabupaten kampar. 
2. Pengaruh Kualitas Aparatur Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan Berbasis Akrual di Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan 
Kota Tegal. 
Berdasarkan pada hasil analisis yang dilakukan menunjukan bahwa 
koefisien regresi variabel standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif 
terhadap kualitas laporan keuangan berbasis akrual. Hasil uji hipotesis yang 
dilakukan  menunjukkan nilai T hitung sebesar 1,073 satuan dengan T tabel 
sebesar 2,019 satuan, artinya nilai T hitung > T tabel  dan nilai sig. 0,266 
dengan Level of Significant  5%, yang berarti 0,266 > 0,05. Maka 
disimpulkan bahwa hipotesis mengenai pengaruh antara Kualitas Aparatur 
Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan berbasis akrual ditolak. 
Kondisi ini menunjukan bahwa aparatur pemerintah tidak berpengaruh secara 




dengan penelitian yang dilakukan oleh Raharjo et al., (2016) yang 
menyebutkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh 
positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah di semarang. 
Dari segi teori hasil ini tidak sejalan dengan theori keagenan  yang 
menyebutkan bahwa kualitas aparatur pemerintah berpengaruh positif 
terhadap kualitas laporan keuangan berbasis akrual. Karena terdapat 
hubungan timbal balik antara agen dan principal. Sehingga seharusnya 
kualitas aparatur pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan 
keuangan.  
Yuliani dan Agustini (2005) yang menyebutkan bahwa kompetensi 
sumberdaya manusia dan pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap 
kualitas laporan keuangan daerah. Siwambudi et al.,( 2017) menyebutkan 
hasil yang sama yaitu kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh 
terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan menurut kartika adi dan 
suhardjo (2013) menyebutkan bahwa kualitas aparatur pemerintahan 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada 
pemerintahan kota tual. Rahardjo (2016) menyebutkan bahwa kualitas 
aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan 
keuangan di semarang. Ihsanti (2014) menyebutkan bahwa Kompetensi SDM 
dalam pengujian hipotesis mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap 




3. Pengaruh Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan 
Berbasis Akrual di Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kota 
Tegal. 
 Berdasarkan pada hasil analisis koefisien regresi variabel good 
governance berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan berbasis akrual.  
Hal ini dapat dilihat dari hasil uji hipotesis yang dilakukan  menunjukan nilai 
T hitung 3,333 satuan dan T tabel 2,019 satuan, hal ini menunjukan nilai T 
hitung > T tabel dan nilai Sig 0,002  dengan level of signifikan 5% berarti 
0,002 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan 
bahwa good governance berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 
berbasis akrual atau h3 diterima.  
Dari segi teori hasil ini  sejalan dengan teori keagenan  yang 
menyebutkan bahwa good governance berpengaruh positif terhadap kualitas 
laporan keuangan berbasis akrual, Sehingga pemerintah perlu menerapkan 
standar akuntansi pemerintahan dengan baik, karena semakin tinggi Good 
Governance maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan berbasis 
akrual yang dihasilkan. Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Raharjo (2016) yang menyebutkan bahwa good governance 
berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah di semarang.  
 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Raharjo 
(2016) yang menyebutkan bahwa good governance berpengaruh positif 
terhadap kualitas laporan keuangan daerah di semarang. Kesuma  (2017) 




terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kementerian Pariwisata. 
Rahmatika (2017) menyebutkan bahwa tata kelola pemerintah atau good 
governance memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. 
Herawati & Nopianti ( 2019) yang menyebutkan bahwa Good Governance 
memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kualitas laporan keuangan 
daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik penerapan good 
governance pada pembuatan laporan keuangan maka kualitas laporan 
keuangan tersebut akan semakin baik. Meyi Kantu (2015) menunjukkan 
bahwa Good Governance memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 








KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan analisis data dan pembahasan terkait Pengaruh Penerapan 
Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah dan Good 
Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Berbasis Akrual di 
Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kota Tegal maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki nilai signifikansi 
sebesar 0,005 < 0,05. Hal tersebut menunjukan bahwa penerapan standar 
akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan 
keuangan berbasis akrual di Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kota 
Tegal . 
2. Kualitas Aparatur Pemerintah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,266  > 
0,05. Hal ini berarti kualitas aparatur pemerintah tidak berpengaruh positif 
terhadap kualitas laporan keuangan berbasis akrual.  
3. Good Governance memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002 < 0,05. Hal ini 
berarti Good Governance berpengaruh positif terhadap kualitas laporan 





Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, ada beberapa hal 
yang harus diperhatikan dan menjadi saran untuk peneliti yang akan datang 
diantaranya ialah: 
1. Bagi pemerintah daerah diharapkan terus melakukan evaluasi dan perbaikan 
dengan cara menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan guna 
meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah agar bisa 
mencapai laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.    
2. Pemerintah diharapkan meningkatkan kembali Good Governance guna 
mencapai laporan keuangan yang berkualitas di Kabupaten Tegal, 
Kabupaten Brebes dan Kota Tegal. 
3. Pimpinan lembaga diharapkan mampu mengawasi pengelolaan keuangan 
daerah dan pelaporan keuangan daerah sehingga laporan keuangan yang 
dihasilkan dapat dipercaya.  
C. Keterbatasan 
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah kuisioner dari peneliti tidak bisa 
disampaikan langsung kepada responden karena tidak diperbolehkan bagi 
peneliti untuk mengganggu jam kerja pegawai selain itu setiap pegawai 
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Lampiran 1.1 Kuisioner Uji Coba 
KARAKTERISTIK RESPONDEN 
1. Jenis Kelamin  : a. Laki-laki 
      b. Perempuan 
2. Pendidikan   : a. DIII 
      b. S1 
                                                  c. S2 
3. Usia     : a. 21-25 
b. 26-30 
c. 31-35 
d. 36- 40 
e. 41- 45 
f. 46-50 
g. 51-55 
















Petunjuk Pengisian Kuisioner 
1. Pengisian kuisioner dilakukan oleh Pegawai BPKAD, BAPPEDA, dan 
INSPEKTORAT yang bekerja dibidang keuangan. 
2. Sebelum menjawab kuisioner mohon melengkapi identitas responden dengan 
mengisikan nama, umur, pekerjaan dan instansi. 
3. Untuk menjawab kuisioner berilah tanda (V) pada jawaban yang sesuai. Salah satu 
jawaban yang sesuai pada kolom pilihan jawaban yang tersedia, dengan keterangan 
sebagai berikut :  
SS : Sangat Sering 
S : Sering 
Kk : Kadang-kadang  
P : Pernah 
TP : Tidak Pernah 
4. Pilih jawaban yang paling sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, setiap 
pernyataan hanya boleh diisikan satu jawaban. 
 5. Tidak ada jawaban yang salah. Mohon usahakan agar menjawab setiap pernyataan 
dengan keyakinan tinggi sehingga tidak mengosongkan satu pun jawaban. 
1. Identitas Responden 
Nama   : 
Umur   : 
Pekerjaan  : 




Setiap Responden hanya diperbolehkan memilih satu jawaban dari masing-masing 
pertanyaan. Pilihlah setiap jawaban dengan cara diberi tanda ( centang ) 
Dengan keterangan sebagai berikut: 
SS : Sangat Sering 
S : Sering 
Kk : Kadang-kadang  
P : Pernah 
TP : Tidak Pernah 
No Uraian SS S Kk P TP 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
 (X1) 




kewajiban dan ekuitas 
telah dilaporkan dengan 
basis akrual ( diakui pada 
saat terjadi) 
     








anggaran dalam satu 
periode. 
     
3 Di instansi tempat 
bapak/ibu bekerja, 






     
4.  instansi tempat bapak/ibu 
bekerja, laporan 
keuangan bertujuan 






akan informasi akuntansi 
yang lazim. 
5. instansi tempat 
Bapak/ibu bekerja, 
mengakui persediaan 
pada saat potensi manfaat 
ekonomi masa depan 
yang diperoleh 
pemerintah dan 
mempunyai nilai atau 
biaya yang dapat diukur 
dengan andal. 
     
6. instansi tempat 
Bapak/ibu bekerja, telah 
mengklasifikasikan 
investasi pemerintah ke 
dalam investasi jangka 
pendek dan jangka 
panjang 
     
7. instansi tempat bapak/ibu 
bekerja, 
mengklasifikasikan, 
mengakui, dan menilai 
aset tetap 
     
8. instansi tempat bapak/ibu 
bekerja, mencatat 
kewajiban sebesar nilai 
normal, kewajiban dalam 
mata uang asing 
dijabarkan dan 
dinyatakan dalam mata 
uang rupiah 
     
9. instansi tempat bapak/ibu 
bekerja, mengungkapkan 
ada catatan atas laporan 
keuangan mengenai 
informasi penting. 
     
10. yang terdiri dari laporan 
realisasi anggaran, 
laporan perubahan 
SAL,neraca, laporan  
operasional,perubahan 
ekuitas, arus kas, dan 
catatan atas laporan 
keuangan. 





11. instansi tempat bapak/ibu 
bekerja, laporan operasional 
mengenai pendapatan-LO, 
beban, surplus/defisit 
menyajikan keperluan yang 
wajar secara komparatif 
     
Kualitas Aparatur Pemerintah 
(X2) 
12. bapak/ibu mempunyai 
1kemampuan bekerja yang 
dilandasi oleh keterampilan 
dan pengetahuan sebagai 
dorongan untuk 
menyelesaikan tugas tepat 
waktu 
     
13. bapak/ibu memiliki 
kepercayaan diri dalam 
keterampilan dan 
pengetahuan yang dimiliki 
untuk melaksanakan setiap 
tugas dan pekerjaan ditempat 
kerja 
     
14. bapak/ibu memiliki 
pendirian tersendiri pada saat 
mengambil keputusan dalam 
setiap masalah pekerjaan 
ditempat kerja 
     
15 bapak/ibu memiliki ilmu 
pengetahuan sesuai dengan 
bidangnya pada saat 
melaksanakan setiap tugas 
dan pekerjaan ditempat kerja 
     
Good Governance 
(X3) 
16. individu dalam 
penyelenggaraan 
manajemen. pembangunan 
aktifitas anggota kelompok 
untuk mencapai tujuan 
     
17. Di tempat bapak/ibu bekerja, 
memiliki pimpinan yang 
dapat memberikan manfaat 
kepada organisasi dalam 
penyelenggaraan manajemen 
pembangunan aktifitas 
anggota kelompok untuk 
mencapai tujuan 




18. Di tempat bapak/ibu bekerja, 
memiliki sumber daya 
manusia yang dapat 
mewujudkan perannya 
sebagai mahluk sosial yang 
adaptif (menyesuaikan diri) 
     
19. Di tempat bapak/ibu bekerja, 
memiliki perangkat 
penunjang organisasi dalam 
mencapai suatu tujuan 
tertentu 
     
20. Di tempat bapak/ibu bekerja, 
menggunakan Standar 
Operasi Perusahaan (SOP) 
dalam metode kerja 
kebijakan dan pengendalian 
manajemen 
     
Kualitas Laporan Keuangan Daerah 
(Y) 
21. Di instansi tempat Bapak/Ibu 
bekerja laporan keuangan 
yang disajikan instansi dapat 
memberikan manfaat untuk 
memprediksi kinerja SKPD 
dimasa datang 
     
22. Di instansi tempat Bapak/Ibu 
bekerja laporan keuangan 
yang disajikan dapat 
diverifikasi kebenarannya. 
     
23. Di instansi tempat Bapak/Ibu 
bekerja laporan keuangan 
yang disajikan bersipat netral 
(tidak ada informasi yang 
menguntungkan beberapa 
pihak, yang akan merugikan 
pihak lain) 
     
24. Di instansi tempat Bapak/Ibu 
bekerja laporan keuangan 
yang disajikan dapat 
diperbandingkan secara 
internal dan eksternal 
(dengan laporan keuangan 
periode sebelumnya) 
     
25. Di instansi tempat Bapak/Ibu 
bekerja laporan keuangan 
yang disajikan menggunakan 
bahasa yang bersifat umum 
(mudah dipahami). 




Lampiran 1. 1 Nilai Karakteristik Responden 
 
Nilai Karakteristik Responden 
No. Instansi Jenis 
Kelamin 
code Umur Code Pendidikan code 
1 BPKAD 
Kab. Tegal 
Laki-laki 1 26-30 2 S1 2 
2 BPKAD 
Kab. Tegal 
Laki-Laki 1 26-30 2 S1 2 
3 BPKAD 
Kab. Tegal 
Perempuan 2 31-35 3 S2 3 
4 BPKAD 
Kab. Tegal 
Laki-Laki 1 36-40 4 S2 3 
5 BPKAD 
Kab. Tegal 
Laki-Laki 1 36-40 4 S1 2 
6. BAPPEDA 
Kab. Tegal 
Perempuan 2 36-40 4 S2 3 
7. BAPPEDA 
Kab. Tegal 
Perempuan 2 26-30 2 S1 2 
8. BAPPEDA 
Kab. Tegal 
Perempuan 2 31-35 3 S1 2 
9. BAPPEDA 
Kab. Tegal 
Laki-Laki 1 26-30 2 DIII 1 
10. BAPPEDA 
Kab. Tegal 
Perempuan 2 41-45 5 S1 2 
11. Inspektorat 
Kab. Tegal 
Laki-laki 1 46-50 6 S1 2 
12. Inspektorat 
Kab. Tegal 
Laki-laki 1 41-45 5 S1 2 
13. Inspektorat 
Kab. Tegal 
Perempuan 2 41-45 5 S1 2 
14. Inspektorat 
Kab. Tegal 
Perempuan 2 46-50 6 S1 2 
15. Inspektorat 
Kab. Tegal 















No. Instansi Jenis 
Kelamin 

































































No. Instansi Jenis 
Kelamin 
code Usia Code Pendidikan code 
31. BAKEUDA 
Kota Tegal 
Perempuan 2 21-25 1 S2 3 
32. BAKEUDA 
Kota Tegal 
Perempuan 2 26-30 2 S2 3 
33. BAKEUDA 
Kota Tegal 
Laki-laki 1 31-35 3 S1 2 
34. BAKEUDA 
Kota Tegal 
Laki-laki 1 46-50 6 S1 2 
35. BAKEUDA 
Kota Tegal 
Laki-laki 1 31-35 3 S1 2 
36. BAPPEDA 
Kota Tegal 
Laki-laki 1 36-40 4 S1 2 
37. BAPPEDA 
Kota Tegal 
Perempuan 2 36-40 4 S2 3 
38. BAPPEDA 
Kota Tegal 
Laki-laki 1 31-35 3 S1 2 
39. BAPPEDA 
Kota Tegal 
Laki-laki 1 36-40 4 S1 2 
40. BAPPEDA 
Kota Tegal 
Perempuan 2 46-50 6 S1 2 
41. Inspektorat 
Kota Tegal 
Perempuan 2 36-40 4 S2 3 
42. Inspektorat 
Kota Tegal 
Laki-laki 1 26-30 2 S1 2 
43. Inspektorat 
Kota Tegal 
Laki-laki 1 51-55 7 S2 3 
44. Inspektorat 
Kota Tegal 
Laki-laki 1 31-35 3 S1 2 
45 Inspektorat 
Kota Tegal 



















Lampiran 1. 2 Data Hasil Uji Instrumen 
 
1. Skor Butir kuisioner Variabel Y 
Responden Butir Kualitas Laporan Keuangan Berbasis Akrual 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Total Y 
1 5 5 5 5 5 25 
2 5 5 5 5 5 25 
3 5 5 5 5 5 25 
4 5 5 5 5 5 25 
5 5 5 5 5 5 25 
6 4 5 4 4 4 21 
7 4 5 4 5 4 22 
8 3 5 4 5 4 21 
9 5 5 5 5 5 25 
10 5 5 5 5 5 25 
11 4 4 5 5 4 22 
12 4 5 5 4 5 23 
13 5 4 4 4 4 21 
14 5 4 5 4 4 22 
15 5 4 5 5 4 23 
16 5 5 5 5 5 25 
17 5 5 5 5 5 25 
18 4 5 5 5 4 23 
19 5 4 5 4 5 23 
20 4 5 5 5 5 24 
21 5 5 5 4 5 24 
22 5 5 5 4 5 24 
23 5 5 5 5 5 25 
24 4 5 5 5 5 24 
25 5 5 5 5 5 25 
26 4 5 5 4 4 22 
27 4 5 5 4 4 22 
28 4 4 4 4 4 20 
29 4 4 5 4 5 22 
30 5 5 5 4 4 23 
31 5 5 4 5 4 23 













Responden Butir Kualitas Laporan Keuangan Berbasis Akrual 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Total Y 
33 4 4 4 5 4 21 
34 5 5 5 4 4 23 
35 4 4 4 5 4 21 
36 5 5 5 4 4 23 
37 5 5 5 4 5 24 
38 5 5 5 5 5 25 
39 4 4 5 4 5 22 
40 4 5 5 5 5 24 
41 5 4 5 4 5 23 
42 5 5 5 4 4 23 
43 5 5 5 4 4 23 
44 5 5 4 5 5 24 































Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) 
x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5 x1.6 x1.7 x1.8 x1.9 x1.10 x1.11 
Total 
X1 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
7 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 52 
8 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 41 
9 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 51 
10 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 49 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 
13 5 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 45 
14 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 42 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
16 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 51 
17 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 49 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
19 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 52 
20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 
21 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 52 
22 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 51 
23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 
24 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 54 
25 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 52 
26 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
29 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 44 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
31 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 45 
32 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 47 
33 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 50 
34 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 47 






3. Skor Butir Kualitas Aparatur Pemerintahan (X2) 
Responden 
Butir Pertanyaan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) 
x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5 x1.6 x1.7 x1.8 x1.9 x1.10 x1.11 
Total 
X1 
36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 
37 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 52 
38 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 49 
39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 
40 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 51 
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
42 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 46 
43 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 45 
44 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 47 
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 45 
Respon Butir Kualitas Aparatur Pemerintah (X2) 
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 Total X2 
1 5 5 4 5 19 
2 5 5 4 5 19 
3 5 5 4 5 19 
4 5 5 4 5 19 
5 5 5 4 5 19 
6 4 5 4 4 17 
7 4 5 5 4 18 
8 5 4 4 4 17 
9 5 5 4 5 19 
10 5 5 5 5 20 
11 4 5 5 4 18 
12 5 5 5 5 20 
13 5 5 4 4 18 
14 4 4 4 4 16 
15 4 4 4 5 17 
16 5 5 5 5 20 
17 5 5 5 4 19 
18 4 4 5 4 17 
19 4 5 4 4 17 
20 5 5 5 5 20 
21 4 5 5 4 18 
22 5 5 4 4 18 
23 5 5 4 5 19 
24 5 5 5 5 20 





4. Skor Butir Pertanyaan Good Governance 
Responden Butir Good Governance (X3) 
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 Total X3 
1 4 4 5 5 5 23 
2 4 4 5 5 5 23 
3 4 4 5 5 5 23 
4 4 4 5 5 5 23 
5 4 4 5 5 5 23 
6 5 4 4 4 4 21 
7 5 5 5 4 5 24 
8 4 4 5 3 4 20 
9 5 5 5 5 5 25 
10 5 4 5 5 5 24 
11 4 4 4 4 4 20 
12 4 4 5 5 4 22 
13 4 5 4 4 5 22 
14 4 4 5 5 5 23 
15 4 4 5 5 4 22 
16 5 5 5 5 5 25 
17 5 5 5 5 5 25 
18 4 4 4 4 4 20 
19 4 4 5 4 4 21 
26 5 5 4 4 18 
27 5 5 4 4 18 
28 4 4 3 3 14 
29 5 5 4 4 18 
30 5 4 5 5 19 
31 4 5 4 5 18 
32 4 5 4 5 18 
33 4 4 5 5 18 
34 4 4 5 4 17 
35 5 5 5 4 19 
36 4 5 4 5 18 
37 5 5 5 5 20 
38 4 4 4 4 16 
39 5 5 5 5 20 
40 5 5 5 5 20 
41 4 4 5 4 17 
42 5 5 4 5 19 
43 5 4 5 4 18 
44 5 5 5 5 20 




20 5 4 5 4 4 22 
21 4 4 5 5 4 22 
22 5 4 4 5 4 22 
23 5 5 5 5 5 25 
24 4 4 4 5 5 22 
25 4 5 5 5 4 23 
26 4 4 4 4 4 20 
27 4 4 4 4 4 20 
28 3 4 4 4 4 19 
29 4 5 5 4 4 22 
30 5 4 5 5 5 24 
31 4 5 5 4 4 22 
32 4 5 4 5 4 22 
33 5 5 5 4 4 23 
34 4 5 5 5 5 24 
35 4 4 4 4 4 20 
36 5 5 5 5 5 25 
37 5 5 5 5 5 25 
38 5 5 5 5 5 25 
39 5 5 4 4 4 22 
40 5 5 5 5 5 25 
41 4 4 4 4 5 21 
42 5 5 4 4 5 23 
43 5 5 5 5 5 25 
44 4 5 4 4 5 22 























Lampiran 1. 3 Hasil Deskriptif  Karakteristik Responden 
 
Hasil Deskriptif Karakteristik Responden 
 
1. Hasil Uji Validitas Jenis Kelamin Responden 
Jenis Kelamin 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Laki-Laki 23 51,1 51,1 51,1 
Perempuan 22 48,9 48,9 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
 
2. Hasil Uji Validitas Umur Responden 
Usia 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 21-25 2 4,4 4,4 4,4 
26-30 10 22,2 22,2 26,7 
31-35 8 17,8 17,8 44,4 
36-40 8 17,8 17,8 62,2 
41-45 6 13,3 13,3 75,6 
46-50 6 13,3 13,3 88,9 
51-55 4 8,9 8,9 97,8 
56-60 1 2,2 2,2 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
 
3. Hasil Uji Validitas Pendidikan 
Pendidikan 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid DIII 2 4,4 4,4 4,4 
S1 34 75,6 75,6 80,0 
S2 9 20,0 20,0 100,0 












Lampiran 1. 4 Hasil Uji Instrumen 
 
 Hasil Uji Instrumen 
 
1. Hasil Uji Validitas Instrumen Y 
Correlations 




1 ,131 ,419** -,086 ,249* ,610** 
Sig. (1-
tailed) 
 ,196 ,002 ,288 ,049 ,000 




,131 1 ,158 ,247 ,247 ,579** 
Sig. (1-
tailed) 
,196  ,150 ,051 ,051 ,000 




,419** ,158 1 -,172 ,351** ,579** 
Sig. (1-
tailed) 
,002 ,150  ,129 ,009 ,000 




-,086 ,247 -,172 1 ,271* ,438** 
Sig. (1-
tailed) 
,288 ,051 ,129  ,036 ,001 




,249* ,247 ,351** ,271* 1 ,727** 
Sig. (1-
tailed) 
,049 ,051 ,009 ,036  ,000 



















2. Hasil Uji Validitas Instrumen X1 
 
Correlations 
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,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   
N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 




3. Hasil Uji Validitas Instrumen X2 
Correlations 
 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 Total_X2 
X2.1 Pearson Correlation 1 ,410** ,047 ,312* ,667** 
Sig. (1-tailed)  ,003 ,379 ,019 ,000 
N 45 45 45 45 45 
X2.2 Pearson Correlation ,410** 1 -,011 ,345* ,632** 
Sig. (1-tailed) ,003  ,472 ,010 ,000 
N 45 45 45 45 45 
X2.3 Pearson Correlation ,047 -,011 1 ,211 ,524** 
Sig. (1-tailed) ,379 ,472  ,082 ,000 
N 45 45 45 45 45 
X2.4 Pearson Correlation ,312* ,345* ,211 1 ,745** 
Sig. (1-tailed) ,019 ,010 ,082  ,000 
N 45 45 45 45 45 
Total_X2 Pearson Correlation ,667** ,632** ,524** ,745** 1 
Sig. (1-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 45 45 45 45 45 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
 
 
4. Hasil Uji Validitas X3 
Correlations 
 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 Total_X3 
X3.1 Pearson 
Correlation 
1 ,427** ,238 ,199 ,331* ,671** 
Sig. (1-tailed)  ,002 ,058 ,095 ,013 ,000 
N 45 45 45 45 45 45 
X3.2 Pearson 
Correlation 
,427** 1 ,189 ,110 ,250* ,594** 
Sig. (1-tailed) ,002  ,107 ,236 ,049 ,000 
N 45 45 45 45 45 45 
X3.3 Pearson 
Correlation 
,238 ,189 1 ,466** ,283* ,646** 
Sig. (1-tailed) ,058 ,107  ,001 ,030 ,000 






,199 ,110 ,466** 1 ,468** ,687** 
Sig. (1-tailed) ,095 ,236 ,001  ,001 ,000 
N 45 45 45 45 45 45 
X3.5 Pearson 
Correlation 
,331* ,250* ,283* ,468** 1 ,706** 
Sig. (1-tailed) ,013 ,049 ,030 ,001  ,000 
N 45 45 45 45 45 45 
Total_X3 Pearson 
Correlation 
,671** ,594** ,646** ,687** ,706** 1 
Sig. (1-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 45 45 45 45 45 45 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
 
Lampiran 1. 5 Hasil Uji Validitas 
 
1. Hasil Uji Reliabilitas Y 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,921 5 
 
2. Hasil Uji Reliabilitas X1 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,953 11 
 
3. Hasil Uji Reliabilitas X2 
 
Reliability Statistics 









4. Hasil Uji Reliabilitas X2 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,883 5 
 
Lampiran 1. 6 Hasil Uji Asumsi Klasik 
Hasil Uji Normalitas Data 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 
N 45 
Normal Parametersa,b Mean ,0000000 






Test Statistic ,097 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance 
 









B Std. Error Beta Tolerance VIF 









,149 ,139 ,136 1,073 ,290 ,676 1,479 
Good 
Governance 





Model Variables Entered Variables Removed Method 






a. Dependent Variable: kualitas laporan keuangan berasis akrual 
b. All requested variables entered. 
 
Lampiran 1. 8 hasil uji koefisien determinasi 
 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square Std. Error of the Estimate 
1 ,744a ,553 ,521 ,981 
a. Predictors: (Constant), Good Governance, Kualitas Aparatur Pemerintah, 
Penerapan Standar Akuntansi Pemrintahan 














,7452 ,18175 45 
Std. Predicted 
Value -1,619 1,925 ,000 1,000 45 
Standard Error of 










,00000 ,54347 45 
Std. Residual -1,598 2,874 ,000 ,965 45 









-,00385 ,59031 45 
Stud. Deleted 





2,933 2,215 45 
Cook's Distance ,000 ,154 ,022 ,031 45 
Centered Leverage 
Value ,005 ,303 ,067 ,050 45 
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Berbasis Akrual (Y) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
